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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci, maka dari itu  
pengaruh dari orang tua dan lingkungan yang akan menjadi salah satu 
faktor utama dalam hal membentuk karakter anak itu nantinya, Baik atau 
buruknya karakter seorang anak akan tergantung dari bagaimana didikan 
yang diberikan oleh orang tuanya dan bagaimana faktor lingkungan 
sekitarnya. Dalam kenyataan yang dihadapi saat ini, permasalahan 
mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan, 
bahkan telah pada titik nadir yang mengkhawatirkan.  
Anak sebagai salah satu anugerah yang seharusnya dipelihara, 
dilindungi, dan dibina malah menjadi bagian dari dunia kriminal. Berbagai 
jenis kejahatan seperti sindikat penjualan narkoba, penjualan VCD porno, 
pencopet, hingga penganiayaan bahkan pembunuhan yang dulunya 
didengar hanya dilakukan oleh orang dewasa saat ini sudah tidak lagi 
menjadi monopoli orang dewasa saja akan tetapi juga telah banyak 
dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya duduk dibangku sekolah untuk 
mengenyam pendidikan demi masa depan yang cerah nantinya, sekarang 
malah menjadi pelaku dalam berbagai macam tindak kriminal. 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya juga melekat harkat, 
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martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi 
sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan 
yang akan membahayakan mereka. 
Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius 
terhadap hak-hak anak. Terbukti dengan adanya berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak, dan 
ditanda tanganinya Konvensi tentang Hak Anak ( Convention On The 
Rights of The Child ) sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 
Januari 1990 dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No.36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa: 
Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak 
yang tercantum dalam Deklarasi, tanpa perbedaan atau 
diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, paham politik atau paham lainnya, dan dirinya atau dari 
keluarganya. 
 
Disamping itu semua anak berhak dalam perlindungan khusus, 
kesempatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan 
cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas dan terhormat. Saat ini 
sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dalam 
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rumah tangga. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting 
adalah dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak pada bulan 
Oktober 2002 yang merupakan perangkat yang ampuh dalam 
melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. 
Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian di 
Indonesia adalah relatif baru, sekalipun kelahiran perlindungan anak itu 
sendiri telah lahir bersama lahirnya hak-hak anak secara universal yang 
diakui dalam sidang umum PBB tanggal 20 November 1959 (Declaration 
of the Right of the Child), yang dalam mukadimahnya tersirat kewajiban 
memberikan perlindungan terbaik bagi anak, dan didalam era 
pembangunan hukum yang mempunyai kaitan dengan kehidupan 
anak/remaja, demi mencapai kesejahteraan bagi anak.  
Penegakan hukum tentang perlindungan anak pada khususnya, 
terkait didalamnya masalah sosial politik dan politik kesejahteraan anak 
yang berlaku atau yang diberlakukan pada suatu masyarakat atau negara 
tertentu, dan kondisi kultural masyarakat dimana peraturan perundang-
undangan itu berlaku. 
Kekerasan yang menimpa anak terutama yang terjadi 
dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari 
anak tersebut, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi 
hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Tindak kejahatan ini 
terselubung, kebanyakan kasus sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan. 
Kasus ini terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlukaan 
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yang parah atau bahkan meninggal. Pelaku kekerasan biasanya adalah 
orang yang dekat dengan anak, sehingga sulit untuk memantau apa yang 
terjadi di rumah, di lembaga-lembaga, dan di sekolah. 
Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa negara Republik 
Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechsataat) dan 
bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (Machsstaat), hal ini diperkuat 
lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang 
tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi 
dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa 
terkecuali tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang 
berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan hukum. 
Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dijelaskan bahwa 
terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan 
penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi 
mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada 
mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini 
mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya. 
Diharapkan kesemua komponen ini mampu melaksanakan amanah 
sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga anak sebagai korban maupun 
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pelaku tindak pidana tidak mengalami gangguan psikis/jiwa yang dapat 
berpengaruh negatif terhadap masa depannya. 
Menelaah mengenai kejahatan (kriminal) maka ada dua subyek  
yang pasti terlibat, yaitu pelaku dan korban. Pelaku kejahatan 
berhubungan  dengan tindakan pidana dalam arti luas.Sebaliknya korban 
kejahatanberkaitan dengan korban dan segala  sebab  akibatnya.  Pelaku  
dan korban kejahatan dapat  ditelaah dengan pendekatan  yang berlainan.  
Menelaah secara  seksama  mengapa timbul korban dan  akibat-akibatnya  
baik secara individu, kelompok, perhimpunan, baik swasta maupun 
pemerintahmerupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.  
Sebaliknya menelaah kejahatan pelaku sebagai suatu tindak pidana 
dalam delik  hukum (rechtsdelict) merupakan serangkaian  peristiwa yang 
dilarang, akan tetapi menjadi bagian dari  kenyataan  sosial  yang  terjadi  
di mana-mana. 
Dalam perspektif sosiologis, kejahatanadalah suatu gejala yang  
timbul  dari dan dalam interaksisosial yang kian renggang dalam tatanan 
hidup bermasyarakat  yang beradab.  Kian renggang  dan  kaburnya  tata  
nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat merupakan salah 
satufaktor munculnya kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lagi  
memperhitungkan situasi, kondisi, tempat dan waktu dalam menjalankan 
aksinya, tetapi  apabila ada  kesempatan maka kejahatan dapat  dilakukan 
di manapun baik pelaku sendirian maupun bersama-sama sehingga 
kejahatan cenderung meningkat  secara  kuantitas dan kualitas. 
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Merebaknya kejahatan (kriminal) semakin memperihatinkankarena 
kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini semakin 
massif dalam skala yang relatif luas dan terencana. Kejahatan yang  
terjadi  tidak tepat lagi hanya dinilaiberdasarkanfaktor  sosial,  ekonomi, 
lingkungan pergaulan, latar belakangdan keterbelakangan pendidikan 
yangmenyebabkan  munculnya  kejahatan secara massif itu, melainkan 
dapat  pula dipandang dari aspek yang lain, yaitu  bahwa  
kejahatandapatterjadi sebagai bagian dari penonjolan  identitas seseorang  
atau  dari identitas kelompok  tertentu. 
Kejahatanyang bersifat massif itu, jika dinilai dari sisi modus  
operandinya, ada yang dapat diidentifikasi sebagai kejahatan yang 
menunjukkan  identitas  personal dan  ada  pula yang mencirikan identitas  
kelompoknya karena modus tindakannya bersifat  khas dan  menunjukkan  
ciri-ciri  perbuatan  yang menonjolkan  perilaku  perseorangan  atau ciri  
dari kelompoknya itu sendiri. 
Berbagai jenis kejahatan yang muncul di tengah-tengah  
masyarakat dewasa ini sudah sangat beragam dan mempunyai ciri-ciri  
tertentu, yakni kejahatan yang dilakukan itu dikelola secara terorganisir 
dan telah dipersiapkan dengan matang oleh suatu jaringan kelompok atau  
dikendalikan oleh suatu komando yang  bekerja  secara profesional. 
Modus yang ditunjukkan dalam aksinya memberi indikasi bahwa  
kejahatan yang dilakukan itu diarahkan oleh suatu jaringan atau  
kelompok tertentu yang diorganisir di bawah suatu komando yang  
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memberikan instruksi. Aksi-aksi yang dilakukan pelaku sering dimulai  
denga memancing lawan untuk bereaksi menanggapi provokasi  pelaku,   
sehingga  kemudian akan  terjadi  aksi  balasan  dari  sekelompok  yang  
lain. 
Tipe kejahatan yang disering dapat disaksikan  secara terbuka  dan  
dilakukan secara terkendali di  tengah  masyarakat  adalah kejahatan  
yang  sering  disebut  sebagai kelompok  geng  motor. Kriminalitas  yang  
dilakukan  oleh kelompok  geng motor  menimbulkan  reaksi  yang bersifat  
umum  karena dalam melakukan  aksinya  bersifat meresahkan warga 
masyarakat. Kejahatan  yang dilakukan  tidak  hanya menimbulkan korban 
manusia, tetapi juga mengganggu  ketentraman lingkungan  sekitarnya  
karena modus aksinya menggunakan kendaraan bermotor secara  
berombongan  dan  tidak mempedulikan  keadaan  sekelilingnya. 
Sasaran geng motor dalam beraksi  tidak terbatas  hanya  terhadap  
kelompok  geng  motor  yang  lain,  tetapi  juga  menyerang  kendaraan  
pihak  lain  dan   bahkan  tidak terkecuali  menyerang  fasilitas  umum.  
Modus  kelompok  geng  motor  dalam melakukan  aksinya  lazim juga  
disebabkan adanya persaingan penguasaan wilayah sebagai daerah 
kekuasaan  kelompok  geng  motor tertentu, sehingga  klaim penguasaan  
wilayah  itu  menunjukkan  adanya  ciri khas  kejahatan  kelompok  geng  
motor,  yang  pada  situasi dan  kondisi tertentu  dapat  saling  menyerang  
secara berkelompok dan  frontal. 
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Pada sisi  lain kejahatan geng motor tidak menjalankan aksinya  
sendirian, melainkan selalu saling mengajak teman sekelompoknya  
mencari  sasaran  penyerangan, baik orang perorang  maupun  kelompok  
orang  tertentu, bahkan menyerang fasilitas umum yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat. Geng motordapat beraksi  dengan  menentukan  
target secara spontan tetapi juga dengan sasaran yang sudah  
diperhitungkan  sebelumnya. 
Geng motor  dalam melakukan  aksinya sering pula  menunjukkan  
identitasnya secara terbuka, yaitu dengan menggunakan pakaian  
seragam  (uniform) yang  merupakan ciri khas kelompoknya sebagai  
penanda  bahwa  kelompok geng motornya  juga  eksis sebagai kelompok  
geng motor   yang   patut  diperhitungkan  oleh  kelompok  dan  pihak  
lain.  Dengan  kata  lain  kelompok geng motor yang ada dan mempunyai  
ciri-ciri  tertentu  menunjukkan, bahwa kelompoknya juga  telah hadir  
sebagai  sebuah identitas  yang biasanya  membawa misi  dan pesan  
tertentu.  Identitas  yang  biasa dikenal  secara  luas  adalah   ikatan motor  
dengan membawa label jenis kendaraan motor kelompoknya  sendiri, ada 
yang mungkin  pernah menjadi peserta balapan resmi, ada pula yang 
hanyamelakukan aksi balapa liar pada kawasan  dan pada waktu tertentu 
yang biasanya berlangsung secara spontan karena saling memancing 
balapan liar  diantara  pengendara  motor  hingga melibatkan  kelompok-
kelompok  geng  motor. 
Kelompok  geng  motor  yang  tidak  diarahkan  secara  positif  
inilah  yang  seringkali menunjukkan  aksi-aksi  kejahatan  yang tidak  
11 
terkendali,  misalnya  melakukan  serangkaian  penyerangan  terhadap  
kantor partai  politik, perusahaan pemerintah dan swasta  sampai  kepada  
aksi  pencurian,  penjambretan  dan perampokan, yang  diduga  dilakukan  
secara  terorganisir dan direncanakan terlebih dahulu sehingga  diperoleh  
gambaran bahwa aksi geng motor, adalah sekelompok  orang  yang 
membahayakan jiwa orang lain, meresahkan warga masyarakat, 
mengganggu stabilitas keamanan lalu lintas dan mengganggu 
ketentraman umum sehingga patut ditindaksecara tegas sesuai ketentuan 
hukum  yang  berlaku. 
Dalam rangka penyusunan proposal skripsi, maka Penulis  bermaksud 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan  kejahatan geng motor  yang 
terjadi di dalam wilayah hukum Kepolisian  Resort   Kota  Makassar,  
dengan  judul karya tulis “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU 
GENG MOTOR YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN DAN 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS 
2013-2015 MAKASSAR)” 
Memilih  judul  atau  topik  tersebut  berdasarkan alasan bahwa  
permasalahan kejahatan (kriminalitas)  yang  dilakukan  oleh  kelompok  
geng motor   tertentu yang  eksis  di dalam  wilayah  hukum Kepolisian  
Resort  Kota Makassar, sudah menjadi  bukti  adanya  eksistensi 
kejahatan  yang  dibungkus  dengan topeng kelompok pencinta kendaraan  
bermotor. Namun  dibalik  kegiatan  kelompok geng motor  sebagai  salah  
satu sarana  berorganisasi,  ternyata  tersimpan  modus  kriminalitas  yang  
rapi  dan  terkendali serta  dibiarkan  berlangsung  secara  bebas  karena  
didukung  oleh  ketentuan  hukum  yang  membolehkan orang  berkendara 
motor  untuk  kegiatan  seni, olahraga dan kepariwisataan. 
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Dalam kerangka penulisan karya tulis (skripsi) mengenai  kejahatan  
geng  motor,  Penulis  membatasi diri  dan  tidak  menyoroti sisi  kelompok  
pencinta motor untuk  kegiatan seni, olah  raga, dan kepariwisataan,   
melainkan hanya menyoroti permasalahan geng motor yang modus  
operandinya justru melakukan kejahatan yangterorganisir dan  
dikendalikan oleh  kelompok  geng  motor itu  sendiri. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang  diuraikan di atas,  maka 
masalah  yang  akan  diteliti  dirumuskan  sebagai  berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak sebagai pelaku 
geng motor melakukan kejahatan dalam wilayah hukum 
kepolisian kota Makassar? 
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan kepolisian guna mencegah 
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku 
geng motor di wilayah hukum kepolisian kotaMakassar? 
C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian dalam  rangka  memenuhi  syarat  penulisan  
karya  ilmiah   ini  adalah  sebagai  berikut  :  
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
geng motor melakukan kejahatan dalam wilayah hukum 
kepolisian Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahuiupaya-upaya apakah yang dilakukan 
kepolisian guna mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan 
oleh geng motor di Kota Makassar. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah  sebagai  berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan  
menambah wawasan dari sisi teoritis berkenaan dengan  
penerapan kajian kriminologi terhadap tindak pidana (delik  
hukum)  yang  dilakukan oleh  geng  motor. 
2. Manfaat  Praktis 
 Hasil penelitian diharapkan menjadi  pembelajaran praktis  bagi   








1. Krimonologi dan Kejahatan 
Pembahasan mengenai kriminologi sudah cukup lama  
dipersoalkan oleh para pakar hukum pidana dan masing-masing 
mengemukakan pendapat yang  berbeda-beda,  namun  batasan  dan 
ruang  lingkup  kriminologi  yang berbeda-beda  itu  dapat  dikatakan tidak 
mempunyai  pengaruh  yang  berarti.  Para  pakar  hukum   kriminologi  
memberikan  batasan  kriminologi  dalam  dua jenis  bentuk, yaitu  
batasan  secara  sempit  dan  secara  luas. 
Pengertian kriminologi secara  sempit dan seara  luas dikemukakan  
oleh Muhammad Yamin sebagai  berikut : 
“Kriminologi secara  sempit,  Ilmu  Pengetahuan  yang mencoba  
menerangkan  kejahatan dan memahami  alasan  seseorang 
melakukan  kejahatan. Sedangkan kriminologi  dalam  arti  luas,  
diartikan  sebagai  Ilmu  Pengetahuan  yang mencakup  semua 
materi  pengetahuan  yang diperlukan untuk  mendapatkan   
konsep kejahatan  dan  upaya  pencegahannya, termasuk di 
dalamnya pemahaman  tentang  pidana  atau  hukuman.”1 
 
Sejalan denganpengertian kriminologi yang dikemukakan oleh  
Muhammad Yamintersebut di atasSiswanto Sunarso dengan  
membandingkan kejahatan dalam arti luas, mengemukakansebagai  
berikut : 
                                                          
1 Muhammad Yamin,  Tindak Pidana Khusus  (Bandung  : Pustaka Setia, 
2012), halaman 15. 
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“Apa  yang  dimaksud  kejahatan ? Dalam arti luas, tidak hanya  
yang dirumuskan oleh Undang-Undang  hukum  pidana  saja, tetapi  
juga  tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan  tidak  
dapat  dibenarkan serta  dianggap jahat, tidak atau  belum  
dirumuskan  dalam undang-undang karena  situasi atau  kondisi 
tertentu.”2 
 
PendapatSiswanto Sunarsotersebut mengacu pada aspek teori  
interaksi dan perspektif interaktif. Selanjutnya mengemukakan sebagai  
berikut  : 
“Jadi pihak-pihak yang  terlibat  dalam  terjadinya suatu  kejahatan, 
antara  lain : 
1. Pihak-pihak pelaku kejahatan dan korban kejahatan; 
2. Aparat kepolisian  yang bertugas melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap  suatu  kejahatan; 
3. Kejaksaan yang bertugas untuk melakukan penuntutan, 
menguatkan, dan membuktikan terjadinya suatu kejahatan; 
4. Pengadilan,  di mana hakim memutuskan ada atau  tidak adanya 
suatu kejahatan; 
5. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku 
kejahatan; 
6. Para pengamat atau para saksi yang mengamati, dan  
menyaksikan tejadinya  suatu kejahatan.”3 
 
Sebaliknya menurut MuhammadYaminbahwa.Kriminologi  sebagai 
bidang ilmu  pengatahuan  memfokuskan  perhatiannya dan objek 
studinya  pada  “sosiologi  hukum, etimologi kriminal, penologi, viktimologi 
dan kriminologi.”4 
Masing-masing objek kajian kriminologi  tersebut  akan  dijelaskan  
sebagai berikut : 
“1. Sosiologi hukumlebih memfokuskan perhatiannya  pada  objek 
studi kriminologi, yaitu  kejahatan, dengan mempelajari hal-hal 
                                                          
2 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam  Sistem Peradilan Pidana  (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2012), halaman  67. 
3 Ibid. halaman 67. 
4 Muhammad  Yamin, Op.Cit,  halaman 15-16. 
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yang terkait  dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, 
peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai  sosial, serta  
kondisi empiris perkembangan hukum. 
 2. Etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek 
studi kriminologi, yaitu penjahat. Bidang ilmu ini mempelajari 
alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan 
tindak kejahatan, sedangkan orang lain tidak 
melakukannya.Oleh sebab itu kita harus 
mempertimbangkannya dari berbagai  factor (multiple factors), 
tidak hanya  faktor hukum  atau  legal (single  factor). 
3.  Penologi  lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi 
kriminologi, yaitu reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal 
yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti, dan 
manfaatnya  yang berhubungan dengan “control of crime”. 
4.   Viktimologi  lebih memfokuskan perhatiannya  pada obje studi 
kriminologi, yaitu korban kejahatan. Viktimologi mempelajari 
hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam 
kejahatan, interaksi yang terjadi antara  korban dan penjahat, 
tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama 
kejadian kejahatan. 
5.  Kriminologi mencoba menjelaskan masalah-masalah yang  
terkaitdengan kejahatan dan penjahat. Dalam 
perkembangannya, kriminologi  tidak terlepas dari berbagai 
bidang studi yang juga  berorientasi pada eksistensi hubungan  
sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang  
ada, seperti  antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik, dan 
ilmu hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian 
kriminologi, semakin bemanfaat pula pemahaman-pemahaman 
dari berbagai bidang ilmu dalam hal menyumbangkan  
penjelasan yang  lebih komprehensif.”5 
 
Oleh karena sifat kriminologi terdiri dari  beberapa  disiplin kelimuan  
hukum pidana, maka  terkait  dengan  perkembangan teori dan metodologi  
pada disiplin ilmu lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan  
kriminologi dalam menganalisis kejahatan. Kejahatan dapat  dilihat  dari 
sudut  pandang pendekatan legal, diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  
yang melanggar  hukum  pidana  dan  undang-undang  yang  berlaku  di 
masyarakat. 
                                                          
5 Ibid,halaman  15-16. 
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Pada hakekatnya  suatu perbuatan yang melanggar  hukum  pidana 
atau  undang-undang  yang berlaku  dalam suatu  masyarakat  sangat 
merugikan masyarakat yang bersangkutan, sebab eksistensi suatu  
hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan  dari tuntutan 
masyarakat  agar  kehidupan  bersama menjadi  baik  dan  tertib. 
Menurut pendapatSiswanto Sunarsoyang berkaitan dengan  
kejahatan, mengatakan  bahwa : 
“Arti tindakan pidana  dalam arti luas, adalah  tindakan yang tidak 
hanya  dirumuskan  oleh undang-undang hukum pidana  sebagai  
kejahatan atau tindak pidana. Jadi berhubungan dengan 
pembahasan masalah  dari sudut  hukum  pidana dan kriminologi.”6 
Selanjutnya  dikemukakan, bahwa : 
“Suatu  tindak pidana  ini  berhubungan dengan kualitas  kejahatan 
yang senantiasa  berubah-ubah melalui  proses  kriminalisasi dan 
deskriminalisasi suatu tindakan-tindakan pidana mengingat  tempat,  
waktu, kepentingan, dan kebijaksanaan  golongan yang berkuasa  
dan pandangan hidup  manusia pada masa dan tempat  tertentu.”7 
 
Menurut pendapat Siswanto Sunarsoselanjutnya bahwa : 
“Kriminologi  konvensional lebih banyak mencari  sebab musabab 
terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tetapi tidak  atau 
kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat langsung  atau 
tidak langsung dalam kejahatan.”8 
 
Sejalan  dengan  pandangan  tentang  konsep kejahatan dari  sudut  
kriminologi, A.S. Alam  menjelaskan  bahwa  : 
“Berdasarkan pandangan  tentang  konsep  tindak pidana  atau 
kriminal  dilihat dari sudut studi komparatif tentang krimnologi maka  
harus  kita pahami tentang  hukum, norma  serta  nilai.”9 
 
                                                          
6 Siswanto Sunarso, Op. Cit,  halaman  63. 
7 Ibid,  halaman  63. 
8 Ibid,  halaman  66. 
9 A.S. Alam, Wawasan Penegakan Hukum dan Kejahatan (Makassar : 
YayasanFakultas Hukum Universitas Hasanuddin,  2001),  halaman  17. 
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“Idealnya  hukum, norma,  dan nilai  seharusnya  harmonis, 
meskipun  dalam realitasnya  tidak  seharmonis  faktanya. Norma  
adalah konsepsi-konsepsi  da harapan-harapan  orang  tentang 
perilaku yang dikehendaki. Norma  sering dirumuskan  secara  
konkret, namun norma  sangat  beragam  dan  tidak terbatas. 
Secara umum  norma  cenderung berubah  lebih cepat  
dibandingkan undang-undang.  Meskipun  norma  teradang  terlihat  
hamper  sama  bagi setiap  orang,  biasanya  itu  bernuansa  dari 
satu  individu ke individu  lainnya, dan  dari  satu  kelompok  ke 
kelompok yang  lain. Setiap orang mewarnai  norma sebagaimana 
warna pilihan mereka masing-masing. Bahkan suatu  komunitas  
seperti  bangsa  Indonesia  yang  terdiri atas  banyak masyarakat  
yang berbeda  di pulau-pulau   yang berbeda mempunyai   norma-
norma  dan nilai-nilai berbeda  yang  bentangannya  sangat  luas  
yang disatukan di bawah Pancasila.”10 
 
Dalam kaitan tersebut di atasC.S.T. Kansilmengemukakan  
mengenai  norma-norma  sebagai  berikut : 
“Norma-norma itu mempunyai dua macam sisi, dan menurut  isinya 
berwujud : perintah  dan larangan : 
a. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk  berbuat 
sesuatu  karena akibat-akibatnya  dipandang  baik. 
b. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang  untuk  tidak  
berbuat sesuatu  karena akibat-akibatnya dipandang tidak 
baik.”11 
 
Menurut pandangan Guse Prajudibahwa kejahatan dapat 
dirumuskan  sebagai  berikut : 
“Kejahatan meskipun  perbuatan  tersebut tidak dirumuskan dalam  
undang-undang  menjadi tindak pidana  tetapi orang  tetap  
menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut  
dipidana, istilahnya disebutrechsdelict (delik hukum). 
Perkembangan selanjutnya  dalam rancangan KUHP pembedaan  
tindak pidana dalam bentuk kejahatan sebagai “rechtsdelict” dan 
pelanggaran sebagai  “wetsdelict”  dihapuskan.”12 
 
                                                          
10 Siswanto  Sunarso, Op.Cit,  halaman  69. 
11 C.S.T. Kansil,  Pengantar Ilmu HukumIndonesia (Jakarta : Rineka Cipta ,   
2011),  halaman 49-50. 
12 Guse Prajudi, Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan (Yogyakarta : 
Tora Book, 2012), haaman 9. 
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Selanjutnya  menurut  Siswanto Sunarsobahwa :  
“Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan amoral yang paling  serius, 
bahkan hukum pidana merupakan  suatu minimum etik. Rangkaian 
pemikiran ini  ditemukan dalam  karya  Bonger  Inleiding tot de 
criminologie(diterbitkan pada  tahun  1932 di dalam masyarakat  
praperang yang mungkin kurang  multinilai  atau setidak-tidaknya  
kurang eksplisit).  Kejahatan  adalah perbuatan-perbuatan amoral, 
tetapi hanya mencakup suatu porsi darinya. Bisa  dikatakan  secara  
umum bahwa  kejahatan merupakan yang paling  serius  dari 
perbuatan-perbuatan amoral. Norma-norma moral  adalah  seperti  
dua lingkaran konsentrik.”13 
 
Berkaitan dengan gambaran mengenai pengertian kejahatan  
sebagai salah bentuk dari kajian kriminologi, berikut uraian Soerjono 
Soekantoyang menjelaskan bahwa : 
“Studi mengenai kejahatan  dan penjahat  menyangkut begitu  
banyak topic atau  pertanyaan-pertanyaan antara lain  tentang 
rumusan kejahatan serta perilku menyimpang. Topik umum perilaku 
menyimpang  di mana  kriminalitas merupakan satu bentuknya, 
Albert  Cohen menyatakan: Masalah yang  paling menekan  dalam 
bidang studi tentang  organisasi  sosial dan perilaku  menyimpang  
adalah merumuskan  pengertian-pengertian  ini.”14 
 
Berdasarkan pandangan  ilmuan hukum tersebut  di atas, dapat  
diambil  kesimpulan, bahwa  kriminologi  memperlihatkan tujuan tertentu 
dari kriminologi,  yaitu  : 
“1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai 
perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat 
yang mempengaruhi kecenderungan danpenyimpangan norma-
norma hukum. 
2. Mencari cara yang lebih  baik  untuk mempergunakan  
pengertian ini  dalam melaksanakan  kebijaksanaan  sosial 
yang dapat  mencegah atau mengurangi  dan menanggulangi 
kejahatan.”15 
 
                                                          
13 Siswanto Sunarso, Op.Cit, halaman  70. 
14 Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar  (Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 1986), halaman 18. 
15 Siswanto Sunarso, Ibid, halaman  71.  
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Herman Mannheim seorang ahli kriminologi  Inggeris  menganggap  
perumusan  mengenai kejahatan, bahwa : 
“Perumusan  hukum tentang kejahatan  sebagai perbuatan yang 
dapat  dipidana adalah  tepat,  walaupun kurang  informatif. Namun  
ia mengungkapkan   sejumlah kelemahan, yakni antara  lain  bahwa 
pengertian hukum  tentang kejahatan  terlalu  luas.”16 
 
Pada  pokoknya  menurut  Herman Mannheim, bahwa : 
“Istilah kejahatan, pertama  harus  digunakan  dalam bahasa teknis  
hanya  dalam kaitannya  dengan   kelakuan yang  secara  hukum  
merupakan kejahatan, Kedua  kelakuan itu,  jika  sepenuhnya  
terbukti  adalah kejahatan dengan  tidak melihat  apakah benar-
benar dipidana melalui   peradilan pidana  atau  tidak, atau  apakah  
ditangani  oleh  alat-alat penegak  hukum  lain atau tidak,  Ketiga, 
keputusan tentang alternatif-alternatif  apakah  yang  tersedia  dan 
akan digunakan  tergantung pada pertmbangan  dalam kasus  
individual. Keempat, kriminologi tidak dibatasi dalam ruang  lingkup 
penyelidikan ilmiahnya hanya  pada perilaku  yang secara  hukum  
merupakan kejahatan di suatu negara pada suatu  waktu tertentu,  
tetapi  kriminologi   bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya   
sendiri.”17 
 
2. Pelaku  Kejahatan 
Pelaku  dalam  pengertian sederhana secara  umum  dapat  disebut  
sebagai  orang  yang  melakukan suatu  perbuatan, dan  secara  
terminologi   bahasa, pengertian pelaku  demikian  itu  tidaklah  salah.  
Namun  dalam bahasa  hukum  pidana,  pengertian  pelaku  mengandung  
konsekwensi  hukum  dan  berkonotasi  subjek  hukum  yang  dapat  
dibebani  pertanggungjawaban  pidana. 
                                                          
16 Siswanto Sunarso,  Ibid, halaman 72. 
17 Siswanto Sunarso,  Ibid, halaman 72-73. 
21 
Menurut  Muhammad Yamindalam  buku  Tindak Pidana Khusus,  
menyebut  pelaku  sebagai  “seseorang  yang melakukan  kejahatan. 
Kejahatan  adalah suatu perbuatan yang dilakukan  oleh  penjahat.”18 
Dalam  pengertian  sempit, penjahat  adalah  seseorang  yang 
melakukan  pelanggaran undang-undang atau  hukum pidana,  lalu  
tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya  di depan Pengadilan, 
kemudian  dijatuhi  hukuman. 
Pelaku  kejahatan banyak macamnya,  ada pelaku  kejahatan  yang 
bersifat  konvensional,  ada  juga  yang  bersifat  profesional, bahkan ada  
pelaku  kejahatan yang  diorganisir.  Pelaku  kejahatan  yang  
konvensional  adalah : 
“disebut juga  sebagai  kejahatan jalanan. Pelaku  memulainya  
sejak usia  dini dalam kehidupannya, kemudian  keterlibatannya  
dalam  geng membuatnya  semakin  meningkat  kejahatannya. 
Mereka terjepit diantara  nilai-nilai masyarakat  konvensional  dalam 
suatu  subkebudayaan kejahatan. Sebagian diantara  mereka  
melanjutkan  kejahatannya,  sebagian  lainnya meninggalkan 
kejahatan setelah melewati masa kanak-kanak. Mereka  mengalami 
akumulasi  penangkapan  dan hukuman  bagi kejahatan-
kejahatannya  dan  sering mengalami penderitaan  akibat  sanski  
legal.”19 
 
Sangat  mungkin  kejahatan  geng  motor sebagai  suatu  produk  
subkebudyaan  kejahatan  yang selama  ini  merupakan kenyataan  sosial 
dan  hadir sebagai  warga masyarakat yang  hidup  secara  normal dalam 
interaksi sosial, di mana pada  kenyataannya pelaku  geng  motor  
kebanyakan diantaranya  adalah  usia  remaja,  dan pada  sisi yang lain  
                                                          
18 Muhammad  Yamin,  Op. Cit,  halaman  17.  
19 Muhammad  Yamin, Ibid, halaman  20-21. 
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pelaku  kejahatan  geng motor  terorganisir secara  rapi  dan  dikenal  
sebagai  kelompok  geng  motor  yang  diberi label nama  tertentu. 
Pelaku kejahatan  secara  teroraganisasi  adalah  : 
“Sindikat kejahatan melakukan kejahatan  sebagai  jalan hidup. 
Pada tingkatan rendah, para  pelaku  sindikat  kejahatan ini 
mengonsepkan dirinya  sebagai  penjahat dan terisolasi  dari 
masyarakat  lainnya.  Pada tingkat atas, anggota sindikat kejahatan 
berhubungan  dengan anggota masyarakat  lainnya, seperti  
politikus dan pengacara. Sindikat kejahatan ini  menyediakan jasa 
pelayanan dan barang-barang  illegal  yang dibutuhkan  oleh 
anggota  masyarakat  normal. Masyarakat umum  bisa  toleran   
terhadap bentuk  kejahatan  seperti ini  karena  jasa pelayanan   
yang mereka  berikan  terhadap masyarakat dan  juga karena 
sulitnya  mengatasi masalah  sindikat  kejahatan ini.”20 
 
Sedangkan pengertian  pelaku kejahatan profesional  adalah : 
“Melakukan kejahatan sebagai cara  hidup. Mereka  mengonsepkan  
dirinya sebagai penjahat  dan  merasa  bangga  terhadap kejahatan  
yang  dilakukan. Mereka berhubungan dengan penjahat  lain dan 
menikmati statusnya  di antara penjahat  lainnya. Penjahat  
profesional dan  atau  tidak profesional  dapat  melakukan  
kejahatan  yang  sama, tetapi penjahat  profesional  lebih piawai. 
Mereka mempunyai catatan  kejahatan yang panjang, tidak hanya  
karena mahir  melakukan kejahatannya  dan bahkan dapat 
mengelabui polisi, melainkan juga  karena kejahatannya  sering  
diproses  dalam sistem peradilan.”21 
 
Mengacu  pada  pengertian  “pelaku”  maka  ia  adalah “subjek  
hukum”  yang  sudah barang  tentu  pelaku  adalah “person”.  Sebagai  
subjek hukum  maka  ia  adalah  manusia  (natuurlijke person)  dan  juga  
bisa  sebagai  badan  hukum (rechtpersoon). Dalam  kaitannya  dengan 
pelaku kejahatan,  maka  badan  hukum bukan  pelaku  dalam  konteks  
hukum  pidana,  dan  oleh  karena  itu  kejahatan  yang  dilakukan oleh  
organisasi  yang  profesional  tidak  dimasukkan  sebagai  subjek  atau  
                                                          
20 Muhammad Yamin,  Ibid,halaman  21. 
21 Ibid, halaman  21 
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pelaku  dalam  konteks  hukum  pidana,  melainkan  pelaku dalam  
pengertian tanggung jawab pidana sebagai “pelaku kejahatan”  
dibebankan kepada  pelaku  atau  orang  dengan  kalimat  “barangsiapa  
dengan sengaja”.  Sengaja  sebagai keinsyafan  dan kesadaran  ditujukan  
kepada  manusia  sebagai  subjek hukum,  bukan  kepada  badan hukum  
yang  pada  hakekatnya  tidak  dapat bertanggung jawab secara  pidana,  
namun  di luar  KUHP,  badan hukum  dapat  melakukan tindak pidana. 
Dengan demikian pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan  
tindak pidana (strafbaarfeit), delik dan atau perbuatan pidana  
sebagaimana diketahui  tentang teori-teori mengenai  subjek  sebagai  
pelaku  tindak  pidana, di mana  para pakar hukum  pidana  memberi  
pengertian yang berbeda-beda mengenai  arti strafbaarfeit  itu. Namun 
demikian  dalam  pengertian  pelaku kejahatan  dalam  konteks  ini  tidak 
lain,  adalah  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  terlepas dari  pandangan 
teoritik mengenai  pengertian  tindak pidana yang bersifat  monistis  dan 
dualistis. 
“Menurut  aliran dualistis,  yang membedakan  dengan tegas “dapat  
dipidananya  perbuatan, dan   “dapat dipidananya  pembuat”, 
sejalan dengan  ini memisahkan antara pengertian  “perbuatan 
pidana”  dan  “pertanggung jawaban pidana”.  Sedangkan  alran 
monistis  adalah “melihat  keseluruhan (tumpukan) syarat  untuk 
adanya  pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.”22 
Mencermati  kaitan antara  perbuatan pidana  dengan pelaku, maka  
antara  pelaku dan perbuatannya  itu  harus memenuhi  seluruh  unsur 
yang menjadi  rumusan  larangan  yang  diancam pidana  oleh peraturan 
perundang-undangan dan perbuatan  pelaku  tersebut  harus  bersifat  
                                                          
22 Guse Prajudi, Op. Cit,  halaman  6.  
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melawan hukum. Dengan  demikian  “sifat  melawan hukum itu merupakan 
penilaian obyektif  terhadap perbuatan yang  tidak ditujukan  kepada 
pelaku”. Dalam hal ini undang-undang menggunakan istilah “tidak  
berhak”, tanpa izin, melampaui  kekuasaannya tanpa memperdulikan  cara  
yang  ditentukan  dalam undang-undang umum. Sebaliknya  istilah pelaku  
adalah apabila perbuatan pidananya  dilarang  dan  diancam pidana, 
dengan kata  lain “suatu  perbuatan yang  pelakunya  dapat  dikenakan 
pidana.” 
Dalam  bentuknya,  kejahatan  atau tindak pidana  terdiri atas  dua  
jenis,  yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah meskipun  
perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi  
tindak pidana  tetapi  orang  tetap menyadari  perbuatan  tersebut  adalah 
kejahatan dan patut dipidana (delik hukum/rechtsdelict). Pelanggaran  
adalah  bahwa  orang  baru menyadari  hal tersebut   merupakan  tindak  
pidana  karena  perbuatan  tersebut  tercantum dalam undang-undang  
(delik  undang-undang/wetsdelict), namun  dalam perkembangan  hukum 
pidana,  akhirnya perbedaan  antara  kejahatan dan pelanggaran  dalam 
bentuk  rechtsdelict  dan wetsdelict  dihapuskan. 
Dengan demikian pelaku kejahatan  dapat didefinisikan  sebagai  
orang yang melakukan perbuatan pidana  atau tindak  pidana 
(rechtsdelict)dan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  
itu.   Dalam pengertian  pelaku, biasa disebut  “barangsiapa, dan  setiap 
orang”  dengan  sengaja  melawan hukum,  atau  tanpa  hak, tanpa  izin. 
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Misalnya  dalam Pasal  111  ayat (1) Undang-undang  No. 35  Tahun  
2009 tentang Narkotika  menyebutkan :  
“Setiap orang yang tanpa hak atau  melawan  hukum….”, demikian 
pula  dalam Undang-Undang  No. 20 Tahun  2001 tentang  perubahan  
Undang-undang  No. 31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi,  menyebutkan : 
“Dipidana dengan pidana penjara... setiap orang yang…”, 
sedangkan di dalam  kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  
menyebutkan “barangsiapa”.  Maksud  barangsiapa  dan  setiap  
orang  adalah “pelaku” yang melakukan perbuatan pidana  yang  
disebutkan  dalam undang-undang  tersebut. 
 
Dengan demikian pengertian pelaku kejahatan senantiasa  
menunjuk pada orang sebagai subjek/pelaku,  yang  karena perbuatannya  
itu  bersifat  melawan  hukum  dan  tidak ada  alasan pembenarnya.  
Kelakuan pelaku itu diancam pidana  karena bersifat  melawan  hukum 
yang berhubungan  dengan  kesalahan dan  dilakukan  oleh ORANG  
yang mampu  bertanggung jawab. Pandangan  lain mengatakan, bahwa  
perbuatan pidana  adalah perbuatan  yang  dilarang dan diancam  dengan 
pidana BARANG SIAPA  melanggar  larangan  tersebut.Barang siapa  dan 
setiap orang jelas  adalah  manusia yang  dalam Pasal  59 KUHP  
disebutkan  “suatu tindak pidana hanya  dapat dilakukan  oleh manusia”. 
3. Korban Kejahatan 
Korban  dalam  ranah  viktimologi  memiliki  arti dan pengertian  
yang  luas  karena  tidak hanya  terbatas  pada  individu  yang secara  
nyata menderita  kerugian,  tetapi  juga kelompok, korporasi,  swasta, 
maupun  pemerintah.  Dalam sudut  pandang korban, terdapat  istilah   
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“timbulnya korban yang  merupakan  sikap  atau tindakan  korban/dan 
atau  pihak  pelaku  serta  mereka yang  secara  langsung  atau tidak 
terlibat  dalam terjadinya  suatu kejahatan.”23 
Yang dimaksud  korban  dalam arti  luas  menurut  Stanciu  yang  
dikutif Teguh Prasetyo,  adalah : 
“orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Selanjutnya 
menyatakan, bahwa ada  dua  sifat yang mendasar  (melekat) dari 
korban  tersebut,  yaitu suffering  (penderitaan) dan injustice  
(ketidakadilan). Timbulnya korban tidak  dapat  dipandang sebagai 
akibat perbuatan yang  illegal sebaab  hukum (legal)  sebenarnya  
juga  dapat  menimbulkan  korban,  seperti  korban  akibat  
prosedur  hukum.”24 
 
Menurut pendapat  M .Arief  Amirullah  bahwa : 
“Seperti dalam kasus kejahatan konsep tentang korban  
seharusnya tidak saja  dipandang dalam pengertian juridis,  sebab 
masyarakat  sebenarnya  selain  dapat  menciptakan penjahat, juga  
dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang  korban 
ditempatkan pada posisi sebagai akibat  kejahatan  yang  dilakukan  
terhadapnya  baik dilakukan secara individu, kelompok,  ataupun 
negara.”25 
 
Sehubungan dengan pengertian korban  sebagai  korban kejahatan 
Siswantomenjelaskan  sebagai  berikut : 
“Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan  
adalah pangkal  tolak untuk menjelaskan bagaimana  posisi  hukum 
korban. Ada 2 (dua) konsep kejahatan, pertama,kejahatan  
dipahami sebagai pelanggaran  terhadap  negara atau  kepentingan  
publik yang dipresentasikan oleh instrument demokratik negara. 
Kedua,kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap  
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kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar  kepentingan 
masyarakat,  negara, dan esensinya  juga melanggar  kepentingan  
pelakunya  sendiri. Konsep  yang pertama dilandasi oleh pemikiran 
yang berbasis  pada konsep  keadilan retributif(retributive justice)  
dan  konsep yang kedua pada  konsep keadilan restoratif.”26 
 
Dalam kaitan korban diposisikan sebagai saksi oleh Jaksa, dan 
Polisi melakukan tugas dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam 
praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam 
melaksanakan tugasnya karena korban diposisikan  sebagai saksi yang  
tiada lain adalah sebagai salahsatu alat  bukti  dalam proses  pembuktian.  
Dalam konteks ini Scheifer sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto, 
menjelaskan bahwa: 
“Korban sesungguhnya  dikorbankan  untuk kedua kali, yakni  oleh  
kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi  
masyarakat terhadap  kejahatan.”27 
 
Lebih lanjut  menurut  Siswanto  Sunarso,  bahwa  korban  adalah : 
“Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat  
kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah 
terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran 
kejahatan.”28 
Undang-undang  No. 13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  
dan Korban merupakan ketentuan untuk mengungkapkan betapa  
pentingnya saksi,  termasuk  saksi korban  kejahatan. Saksi korban  juga  
merupakan kewajiban hukum korban dalam proses peradilan pidana guna 
mengungkapkan  kebenaran  kejahatan  melalui  pemeriksaan korban 
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selaku  saksi. Saksi  korban bisa  jadi adalah pihak yang menjadi korban  
langsung maupun korban tidak  langsung.  
Menurut Undang-undang New Zealand  dan Australia, bahwa  yang 
dimaksud dengan  korban  adalah : 
“Orang atau mereka yang mengalami penderitaan, baik fisik 
maupun nonfisik  sebagai akibat  dari  perbuatan orang lain. 
Pengertian baku  ini  kemudian berkembang  tidak hanya  berkaitan  
dengan suatu perbuatan  orang  lain  dalam  pengertian fisik, tetapi  
juga meliputi  kebijakan  atau  putusan  dari suatu lembaga.”29 
 
Denganmengacu pada pengertian korban  dari  Australia  dan New 
Zealand tersebut, maka dapat dicermati bahwa  telah diperluas pengertian  
tersebut,  tidak  hanya  menyangkut korban kejahatan  (victim of  crime)  
saja, tetapi juga meliputi korban yang lain seperti korban  penyalahgunaan  
kekuasaan(victim of abuse of  power) dan korban kecelakaan  (victim  of 
accident). 
Perluasan pengertian korban dalam konteks hukum pidana di 
Australia dan New Zealand, sebenarnya sudahdipraktekkan  di Indonesia, 
hal ini berdasarkan fakta penanganan perkara di mana korban selalu  
dihadirkan dalam persidangan untuk  memberi  keterangan  atas  peristiwa  
pidana  yang  dialaminya. 
Yang  dimaksud   dengan  korban menurut  A. Gosita,  adalah : 
“mereka  yang menderita   jasmaniah  dan rohaniah sebagai  akibat  
tindakan  orang  lain  yang mencari pemenuhan  kepentingan diri 
sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan  dengan   kepentingan 
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dan hak asasi  yang menderita. Mereka disini dapat  berarti individu  
atau  kelompok, baik swasta  maupun pemerintah.”30 
 
Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, wajar  
apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat  mengenai manusia 
dan eksistensinya. Berdasarkan pandangan ini, maka dimungkinkan  kita  
bersikap  dan  bertindak   tepat  dalam menghadapi manusia yang ikut  
serta dalam terjadinya  atau  lahirnya  si pembuat korban tindak pidana  
dan si korban  dan menentukan tanggung  jawab  masing-masing. 
Penderitaan si korban adalah hasil interaksi   antara  si pembuat korban 
dan si korban itu  sendiri,  saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum 
dan anggota masyarakat  lain. 
Masalah korban kejahatan  sebetulnya bukalah masalah  baru, 
hanya  karena  hal-hal  tertentu  kurang  diperhatikan, bahkan diabaikan. 
Korban mempunyai  peranan  yang  fungsional  dalam terjadinya  suatu 
kejahatan. Pada kenyatannya  dapat  dikatakan,  bahwa  tidak  mungkin 
timbul suatu  kejahatan  kalau  tidak  ada  si korban kejahatan,  yang  
merupakan  peserta  utama dari  si penjahat  dalam  terjadinya  suatu 
kejahatan dan hal pemenuhan  kepentingan si  penjahat  yang berakibat  
penderitaan si korban.Masalah  lain, yang  dimaksud  dengan korban  
kejahatan  adalah : 
“mereka  yang menderita  fisik, mental, sosial, sebagai akibat 
tindakan jahat  mereka  yang mau memenuhi kepentingan diri 
sendiri  atau  pihak lain  yang menderita,  meliputi korban orang  
perorangan  (individual), dan  korban bukan perorangan  seperti  
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suatu badan, organisasi,  atau lembaga. Peranan  korban kejahatan 
ini  antara  lain  berhubungan  dengan apa yang  dilakukan  pihak 
korban, bilamana dilakukan sesuatu di mana hal tersebut   
dilakukan. Peranan korban ini mempunyai  akibat  dan pengaruh  
bagi  diri  korban  serta  pihaknya,  pihak  lain  dan lingkungannya.  
Antara pihak korban dan pihak pelaku  teradapat  hubungan   
fungsional. Bahkan  dalam  terjadinya kejahatan  tertentu, pihak 
korban dikatakan  bertanggung  jawab.”31 
 
Selanjutnya  diterangkan,  bahwa : 
“Pihak  korban memainkan beberapa  peran  yang  penting dalam  
kejahatan, antara  lain sebagai  yang  merangsang, mengundang,  
dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu 
kejahatan.Pihak korban dapat  pula  berperan sebagai korban semu 
yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan 
suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa 
menjadi  korban dari perbuatan orang lain,  lalu melakukan  suatu  
kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian mempunyai pula 
peranan  sebagai   korban yang merupakan alat pembenaran diri 
untuk kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelaku  
kejahatan.”32 
 
Dalam rangka pendekatan pemikiran bahwa korban kejahatan  juga 
memerlukan perlindungan hukum, makakorban kejahatan diartikan  
sebagai : 
“Seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu 
kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah 
terganggung sebagai akibat pengalamannya sebagai target 
/sasaran kejahatan  (a victim a person who has suffered  damage  
as a result  of crime and /or whos sense of justice has been directly  
disturbed  by the experience of having been the target of a crime)”33 
Pengertian korban kejahatan dalam kaitannya dengan upaya 
perlindungan hukum “dapat menghindarkan pendekatan yang sempit  
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mengenai korban dalam  pandangan hukum  perdata  yang  mendasarkan 
pada law of tort, sebab the central feature adalah konpensasifinansial.”34 
“Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban 
kejahatan secara  mendasar dikenal  dua  model,  yakni model hak-
hak procedural (the prosedura rights model) dan  model pelayanan  
(the service  model). Pada model  pertama, penekanan diberikan 
pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif, 
dalam proses criminal atau dalam jalannya proses peradilan.  
Dalam hal ini,  korban kejahatan diberikan  hak untuk mengadakan 
tuntutan pidana  atau untuk membantu jangka  atau  hak  untuk 
dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan  siding pengadilan, di 
mana kepentingannya terkait di dalamnya,  termasuk hak untuk 
diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan, sebelum 
diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnyahak untuk mengadakan  
perdamaian atau peradilan perdata.Pendekatan semacam ini  
meihat  korban  sebagai  seorang subjek  yang  harus  diberi  hak-
hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar  
kepentingannya.”35 
 
Pendekatan  model  tersebut  menurut Siswanto  Sunarso,  adalah : 
“Model pelayanan (service  model), penekanannya  terletak  pada  
penciptaan  standar  baku bagi pembinaan korban kejahatan oleh  
Polisi, misalnya dalam bentuk pedoman  dalam  rangka  motifikasi  
kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan 
perkaranya,  pemberian kompensasi sebagai  sanksi  pidana yang 
bersifat  restitutif  dan  dampak pernyataan korban  sebelum pidana  
dijatuhkan. Melihat korban  kejahatan sebagai sasaran khusus  
untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak 
hukum yang lain. Meskipun demikian masing-masing model  
pendekatantersebut mempunyai kelemahan maupun  
keuntungannya  sendiri. Model hak prosedural dianggap dapat 
memenuhi perasaan untuk membahas korban maupun  
masyarakat.  Perasaan  ini pasti ada  di manapun juga,  sehingga  
fungsi pidana dan  hukum  pidana  dapat berjalan  dengan baik,  
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4. Geng  Motor 
Sebenarnya tidak ditemukan pengertian  mengenai geng motor 
dalam khasanah literatur  hukum  di Indonesia. Geng motor sebagai suatu 
kumpulandari sejumlah orang yang mengendalikan jalannya organisasi, 
maka geng motor dapat dipersamakan dengan organisasi yang 
mempunyai tujuan pendirian.  Oleh  karena  itu  geng motor  dapat  
dirumuskan dengan mengacu pada pengertian organisasi yang  
dikemukakan oleh  Supardi  dan  Syaiful  Anwar,  sebagai  berikut : 
“Istilah  organisasi berasal  dari kata Yunani ‘organon’ yang berarti 
‘alat’.  Satu  alat  saja  belum  lagi  menimbulkan organisasi,  baru  
dalam penyatuan dengan alat-alat lain timbullah keharusan akan 
kerjasama  yang rasionil  (efisien) untuk mencapai  hasil  atau sasaran 
tertentu, maka timbullah organisasi. Jadi organisasi  adalah frame 
work daripada setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai 
tujuan  bersama. Dalam hal  ini  organisasi  dapat dipandang sebagai : 
1. Suatu wadah. 
2. Suatu proses. 
3. Suatu sistem. 
 
Ad. 1. Sebagai  suatu wadah 
organisasi adalah tempat dimana kegiatan manajemen  
dijalankan. Sebagai wadah suatu pola dasar struktur organisasi 
relatif permanen sifatnya, artinya susunan organisasi tidak  
sebentar-sebentar  dirubah. 
Kendatipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk  
diadakan perubahan-perubahan karena  adanya  perubahan-
perubahan, kompleknya  tugas-tugas, berubahnya tujuan, 
penggantian pimpinan,  beralihnya  kegiatan dan  lain-lain. 
 
Ad. 2.  Sebagai suatu Proses 
Tinjauan organisasi sebagai proses adalah memperhatikan dan 
menyoroti interaksi antara  orang-orang  yang menjadi  
organisasi  itu yang merupakan kelompok  orang-orang  yang 
berfikir  dan bertindak  secara tertentu. Sebagai suatu  proses . 
jauh  lebih  dinamis daripada  sebagai  wadah. Tinjauan 
organisasi sebagai suatu  proses ini  menimbulkan pendapat  
adanya dua  macam hubungan  dalam organisasi : 
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 a.  Hubungan formil 
Hubungan  formil adalah organisasi dengan pola  hubungan 
yang ditetapkan secara  resmi  (umumnya  diatur dalam 
suatu  tata kerja/prosedur kerja)  oleh Top Manajamen. 
 b.   Hubungan informal 
Adalah  organisasi  dengan  sejumlah  tata  hubungan kerja  
yang  terjelma dari  hubungan kerjasama  antar  sejumlah  
orang  dalam  suatu jangka waktu yang panjang,  meliputi  
seluruh jalinan hubungan dan aktivitas yang tidak 
ditetapkan secara  resmi dalam  struktur  organisasi. 
 
       Ini tidak  berarti bahwa  ada organisasi yang tidak  sah 
di samping organisasi  formil yang  sah, sebab organisasi 
informil  mempunyai  peranan : 
1)  Sebagai suatu sarana  untuk komunikasi. 
2) Untuk memelihara  keutuhan dalam organisasi formil 
dengan jalan mengatur  hasrat kerjasama dalam 
menyumbangkan kegiatan-kegiatan  dan kestabilan 
wewenang dalam organisasi yang  bersangkutan. 
3) Untuk memelihara  perasaan akan keutuhan pribadi, 
penghargaan diri  sendiri  dan kebebasan bertindak  
pada orang-orang yang  bergabung dalam organisasi. 
 
Ad. 3.  Sebagai  suatu sistem 
Organisasi sebagai sistem, sebenarnya merupakan suatu 
kombinasi atau  paduan daripada dua atau tiga macam sistem, 
yakni : 
a.  Sistem Sosial  
     Suatu sistem tata hubungan  antar sesama manusia. 
b.  Sistem Fungsional 
     Yaitu sistem  atau  jaringan antara  fungsi-fungsi yang 
dikaitkan satu sama  lain  secara  tertentu  dan integral  
sehingga bersama-sama merupakan fungsi organisasi  
secara keseluruhan yang akan membawa tercapainya tujuan  
utama  organisasi. 
c.  Sistem Komunikasi 
Yaitu suatu jaringan atau sistem tata  saluran peredaran atau 
arus informasi, sehingga organisasi  itu hidup dan berjiwa  
seolah-olah merupakan  suatu  organisasi yang hidup.”37 
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Jika geng motordipersamakan sebagai organisasi, maka  
pembentukannya  juga melaui  suatu proses,  dan  sebagai  wadah tentu  
saja  mempunyai sistem. Bahwa apakah wadah dan sistem organisasi  
geng  motor itu memenuhi unsur-unsur  pendirian atau pembentukan yang 
sah, maka hal  ini  memerlukan pendekatan  secara  konkrit  dan peneitian  
secara  seksama. 
Geng motor sebagai  suatu  kelompok  manusia, terlepas apakah  
melanggar norma-norma hukum, tentu saja pada kenyataannya  kelompok  
ini  hadir  dan eksis di tengah masyarakat  sebagai sebuah  kelompok 
yang dapat  dinilai  sebagai  suatu organisasi yang  dikendalikan dan 
mempunyai  tujuan dan sasaran  tertentu. 
Geng  motor sebagai  suatu kelompok  tidak serta  merta  harus  
dipandang sebagai  sebuah  kelompok  yang  jahat  dan  atau senantiasa  
melakukan kejahatan secara  berkelompok,  akan tetapi  harus  terlebih  
dahulu melakukan pendekatan terhadap kelompok  ini, yaitu apakah  
dalam  kenyataannya kelompok geng motor ini sudah dilegitimasi  sebagai  
kelompok  “kejahatan”. Kebenaran atas tesis yang mengatakan bahwa 
kelompok  geng motor  telah melakukan  kejahatan memang  tidak  dapat 
dipungkiri. Namun demikian apakah penetapan status “melakukan 
kejahatan”  itu sebagai ciri, tentu diperlukan data-data empirik yang 
memadai. 
Sebagaimana  telah dikemukakan  dalam sub bab  di muka,  bahwa 
memang  ada  suatu  kelompok  penjahat  terorganisasi,  atau sindikat 
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kejahatan yang melakukan kejahatan sebagai jalan hidup.  Akan  tetapi 
kelompok  geng motor  belum  secara pasti  harus diberikan penamaan 
sebagai  “penjahat teroragnisasi” sebelum  hasil  penelitian mengenai 
kelompok  geng  motor ini  dituntaskan. 
Geng motor dalam pandangan tertentu dapat disebut sebagai  
bentuk penyimpangan kolektif, baik yang bersifat primer, sekunder  
maupun  penyimpangan individual. 
“Penyimpangan  secara  primer diartikan  sebagai : suatu bentuk 
perilaku menhyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan 
secara terus-menerus sehingga masih  dapat  ditolerir  masyarakat, 
seperti melanggar  rambu lalu lintas, buang sampah  sembarangan, 
dan lain-lain. 
 
Penyimpangan sekunder,  adalah perilaku menyimpang  yang  tidak 
mendapat toleransi  dari masyarakat dan umumnya  dilakukan 
berulang-ulang, seperti merampok, menjambret, memakai narkoba,  
menjadi  pelacur,  dan  lain-lain. 
 
Penyimpangan individual atau personal, adalah  perilaku seseorang  
yang melakukan pelanggaran  terhadap suatu norma pada 
kebudayaan yang telah mapan akibat sikap perilakunya yang  jahat 
atau  terjadinya gangguan jiwa  pada dirinya.”38 
 
Bentuk  penyimpangan kolektif  adalah  sebagai  berikut  : 
“1. Tindak kenakalan 
Suatu kelompok yang didominasi  oleh anak-anak nakal 
umumnya suka melakukan  suatu hal yang dianggap berani 
dan keren yang bagi masyarakat  umum,  tindakan tersebut  
adalah  bodoh,  tidak berguna, dan mengganggu. Contoh 
penyimpangan kenakalan bersama,  yaitu seperti aksi-aksi 
kebut-kebutan di jalan, mendirikan geng yang suka  berbuat  
onar, menggoda  dan mengganggu  cewek yang melintas, 
coret-coret  tembok  orang, dan lain sebagainya. 
  2. Tawuran/perkelahian antarkelompok 
Pertemuan  antara  dua kelompok atau lebih yang sama-sama 
nakal atau kurang berpendidikan sering menimbulkan  
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perkelahian di antara mereka  di tempat umum. Akibatnya,  
orang  lain yang tidak  bersalah banyak menjadi  korban.    
  3.  Tindak kejahatan berkelompok/komplotan 
Kelompok  jenis  ini  suka melakukan tindak kejahatan, baik 
secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 
Kelompok ini  bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak 
kejahatannya sehingga  tidak segan-segan melukai  hingga 
membunuh  korbannya. Contoh : perampok, perompak, bajing  
loncat, penjajah, grup koruptor, sindikat curanmor, dan lain-lain. 
4.  Penyimpangan budaya 
Penyimpangan kebudayaan adalah bentuk ketidakmampuan 
seseorang yang menyerap budaya  yang  berlaku  sehingga 
bertentangan dengan budaya  yang ada  di masyarakat. Contoh 
merayakan hari-hari  besar negara lain  di lingkungan tempat  
tinggal sendirian, menetapkan syarat maskawin yang tinggi, 
membuat batas-batas atau hijab antara laki-laki dan wanita  
pada acara resepsi pernikahan, dan lain-lain.”39 
 
Diantara jenis penyimpangan tersebut, kelompok geng motor  dapat 
dikelompokkan kedalam jenis tindak kenakalan  dan  tawuran/perkelahian 
antar  kelompok.  Hal  ini didasarkan pada  ciri-ciri sebagai  kelompok  
geng motor yang  sering  melakukan tawuran dan perusakan  fasilitas  
umum di tempat umum  serta  perampasan di jalanan. 
Pertanyaan yang  dapat  diajukan adalah mengapa  kelompok  
geng motor itu melakukan kejahatan. Pertanyaan  ini  berkaitan dengan 
masalah perubahan sosial sebagai suatu kenyataan di mana perubahan 
sosial merupakan  ciri khusus  masyarakat  modern. Dalam masyarakat  
modern,  perubahan  sosial  berlangsung sangat  cepat, sedangkan dalam 
masyarakat  tradisional, perubahan itu  sangat lambat/lemah. 
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Menurut Ninik W dan Yulius, bahwa : 
“Perubahan-perubahan sosial diakibatkan oleh proses-proses  
sosial di kota, yang timbul karena berbagai masalah, seperti 
urbanisasi, perkembangan sektor  ekonomi, kemajuan teknologi, 
yang mengakibatkan tingginya mobilitas horizontal  dan perubahan 
vertical. Semua  itu akan mempertemukan  manusia  dari berbagai 
masyarakat, suku, dan adat  istiadat. Mereka akan membentuk 
ikatan norma  nilai-nilai  yang hidup dan saling  berbeda  atau 
bertentangan satu sama  lain. Pertentangan  norma ini timbul  
karena setiap individu merasa asing  terhadap norma-norma dari 
individu yang lain  atau norma-norma  baru. Suasana  ini selain 
menimbulkan  konflik budaya,  juga dapat menimbulkan  suasana  
samar-samar. Akibatnya, kehidupan  suatu masyarakat  menjadi  
tidak menentu.”40 
 
Berdasarkan uraian Ninik W dan Yulius  tersebut  dan selaras  
dengan  kelompok  geng motor  sebagai  bagian dari kenyataan sosial 
dalam kehidupan  modern, dapat  dikatakan  bahwa geng  motor termasuk 
produk  arus  modern, oleh  karena  istilah geng  motor terperangkap  
dalam siklus era globalisasi  kesukaan  sekelompok  orang  menggunakan  
kendaraan  (otomotif)  sebagai  bagian  dari  seni,  olahraga  dan  
dijadikan sebagai sarana  pariwisata.  Namun pada  posisi terjadinya 
pergeseran  atau  perubahan  sosial  yang begitu  cepat, maka  sebagian 
orang dan atau kelompok  orang  menjadikan sarana  berotomotif  menjadi 
bias  dengan  menjadikan  kesukaan  (hoby)  itu  sebagai  suatu  bentuk 
kejahatan. 
Perubahan sosial dapat menimbulkan problem sosial, tidak 
terkecuai kelompok bermotor yang menjadikan kelompok berkendaraan 
motor itu menyebut identitasnya sebagai “geng motor”, yang  dalam  
                                                          
40 Ninik  W dan Yulius,  Kejahatan Masyarakat dan Pencegahannya (Jakarta 
: Pradnya Paramitra, 1987), halaman  58-59. 
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faktanya geng motor adalah  produk pergeseran dan perubahan atas niai-
nilai yang hidup  dalam era modern, sehingga  tidak dapat  dihindari  
sebagai sebuah kenyataan  sosial yang berangsung di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat. 
Menurut  Soerjono  Soekanto, bahwa : 
“merupakan suatu ketidaksesuaian  antara unsur-unsur  di dalam 
masyarakat, yang membahayakan kehidupanm kelompok sosialnya 
atau menghambat  terpenuhinya  keinginan-keinginan pokok dari 
warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan  rusaknya 
ikatan sosial. Adapun interaksi sosial merupakan hubungan antara  
orang-perorang, antara kelompok manusia maupun hubungan 
antara orang  perorang  dengan kelompok manusia. Kondisi sosial  
dapat dilihat sebagai situasi  atau keadaan tertentu, dari suatu 
masyarakat yang berinteraksi.”41 
 
Berdasarkan penilaian perubahan sosial  yang begitu cepat  terjadi, 
maka  pengertian mengenai geng motor yang muncul  sebagai  kenyataan 
sosial dapat didefinisikan  sebagai  berikut : 
“Organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja  dan struktur 
tata hubungan  kerja antara kelompok orang pemegang  posisi  
yang bekerjasama  secara tertentu  untuk bersama-sama mencapai 
suatu  tujuan yang tertentu.”42 
 
Bila menyimak geng motor sebagai suatu kelompok yang 
mempunyai  tujuan,  maka perlu mengkaji  motivasi  apa yang  ada  dibalik  
terbentuknya geng motor. Secara prinsip, bahwa perilaku manusia  
sebenarnya hanyalah cerminan yang paling sederhana  dari motivasi  
dasar  mereka. Agar perilaku sesuai  dengan  tujuan organisasi, maka  
harus  ada  perpaduan antara  motivasi  akan  pemenuhan  kebutuhan  
                                                          
41 Soerjono Soekanto, Sosiologi sebagai suatu Pengantar  (Jakarta : Alumni, 
1987),  halaman 342.  
42 Supardi dan Syaiful Anwar,  Op. Cit,  halaman 5.  
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mereka  sendiri dan permintaan organisasi. Oleh karena itu dapat  
dikatakan, bahwa motivasi  atau motif  adalah : 
“Keadaan  dalam pribadi  seseorang yang mendorong  keinginan  
individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna  
mencapai suatu tujuan. Motivasi  yang ada pada  seseorang akan 
mewujudkan suatu  perilaku  yang diarahkan pada tujuan mencapai 
sasaran kepuasaan. Jadi  motivasi  bukanlah  yang dapat diamati, 
tetapi adalah  hal yang dapat disimpulkan  adanya karena  sesuatu 
perilaku  yang tampak.”43 
 
Sesungguhnya kekuatan pendorong dari dalam diri sendiri itulah 
motivasi yang dipunyai  semua orang yang melakukan kegiatan apapun. 
Oleh karena itu motivasi menjadi masalah  yang  kompleks  dalam suatu 
organisasi karena kebutuhan dan keinginan dari  setiap orang  anggota 
organisasi berbeda. Hal  ini  berbeda  karena  setiap anggota  suatu 
organisasi adalah  “unik”  secara  biologis  maupun psikologis  dan 
berkembang atas  dasar  proses belajar yang berbeda  pula.   
Dalam pendekatan tertentu, motivasi sekelompok geng motor  
dapat  disebut  mempunyai motivasi  pada  dua bentuk,  yaitu  motivasi 
internal  dan motivasi  eksternal,  namun bergantung dari mana kegiatan  
atau tindakannya  dimulai.  Motivasi internal  adalah  : 
 “Kebutuhan dan keinginan yang ada  dalam  diri seseorang akan 
menimbulkann motivasi internalnya, yaitu dalam dua bentuk 
kelompok, yaitu : 
a. Motivasi fisiologis, merupakan motivasi alamiah (biologis), seperti  
lapar, haus, dan  seks. 
b. Motivasi  psikoogis, dikelompokkan  dalam  tiga kategori dasar, 
yaitu : 
- Motivasi kasih  sayang (affectional  motivation),  yaitu motivasi 
untuk menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan 
                                                          
43Supardi dan Syaiful Anwar,  Ibid,  halaman  47-48.  
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dan kepuasan batiniah  (emosional)  dalam berhubungan  
dengan orang  lain. 
- Motivasi mempertahankan diri (ego-defensive motivation),  yaitu 
motivasi  untuk meindungi kepribadian, menghindari  luka fisik 
dan psikologis, menghindari untuk  tidak ditertawakan dan  
kehilangan  muka, mempertahankan prestise dan mendapatkan 
kebanggaan diri. 
- Motivasi memperkuat diri (ego-bolstering motivation),  yaitu 
motivasi untuk mengembangkan kepribadian,  berprestasi, 
menaikkan prestasi dan mendapatkan pengakuan orang  lain, 
memuaskan diri  dengan  penguasaannya terhadap orang  lain. 
 
Teori  motivasi  eksternal  adalah  : 
Teori motivasi eksternal tidak mengabaikan  teori motivasi internal, 
tetapi justru  dikembangkan  di atasnya.  Teori motivasi eksternal  
menjelaskan kekuatan-kekuatan  yang ada di dalam individu yang 
dipengaruhi  factor-faktor intern yang dikendalikan oleh manajer,  
yaitu meliputi  suasana  kerja, seperti gaji, penghargaan, kenaikan 
pangkat dan tanggung jawab.”44 
 
Memahami motivasi geng motor belum sepenuhnya dapat 
disimpulkan  sepanjang  pengamatan masih bersifat teori, sebab sejauh 
ini  keberadaan geng motor masih berbentuk kumpulan orang-orang  yang 
mempunyai kesamaan hobi, yaitu mengendarai  sepeda motor, namun 
dibalik kesamaan hobi boleh jadi  terdapat  motivasi  yang menyimpang  
dari  tujuan yang positif. Dengan kata lain, kelompok  geng  motor menjadi  
liar  karena  keadaan dan situasi  di mana  kelompok  ingin menunjukkan 
identitasnya  sebagai  sebuah  kekuatan yang ingin  bersaing  dengan 
kelompok  geng motor yang lain, dan pada gilirannya  persaingan  dan 
unjuk kekuatan menjadi  persaingan  yang  tidak  sehat dan  cenderung 
saling mencoba  menunjukkan kekuatan itu pada ajang  kompetisi yang 
tidak  resmi  atau liar,  yang  akhirnya  menimbukan gesekan dan benturan 
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secara  fisik  diantara  dan dalam persaingan  kekuasaan  yang  tidak 
terkontrol  hingga  sampai  pada  adanya  kejahatan (kriminal)  di tengah-
tengah publik. 
5. Pengertian Penganiayaan 
Berdasarkan Pasal 351 KUHP yang tertulis bahwa penganiayaan 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus 
rupiah. 
Jadi kata penganiayaan tidak menunjuk pada salah satu bentuk 
perbuatan, seperti halnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
dalam pembunuhan. Sehingga dapat dikatakan ada perumusan 
materiil tetapi tidak nampak wujud akibat yang harus ditimbulkan. 
Menurut Prodjodikoro (1980:70) bahwa maksud dari Pasal 351 
KUHP, menurut pembentuk undang-undang dapat dilihat dalam 
sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda 
sebagai berikut : 
1. Mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah 
Belanda dirumuskan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit 
dalam tubuh orang lain dengan sengaja merugikan kesehatan 
orang lain. 
2. Perumusan ini dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap 
tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang 
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pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan seorang dokter 
terhadap pasien. 
3. Keberatan ini diakui kebenarannya oleh sebagian besar 
anggota parlemen, maka perumusan itu diganti menjadi 
penganiayaan, dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat 
sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa 
sakit dan memang inilah arti penganiayaan. 
Sianturi (1989:501) menyatakan bahwa jika hendak menguraikan 
unsur penganiayaan, maka sebaiknya istilah penganiayaan itu 
diuraikan sehingga berbunyi : 
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau 
melukai badan orang lain karena penganiayaan sederhana, 
diancam pidana penjara maksimum dua tahun satu bulan atau 
denda maksimum tiga ratus rupiah. 
 
Menurut HIR (Abidin, 1987:124) dalam beberapa arrestnya bahwa 
selalu diperlukan adanya luka tertentu tetapi perasaan sakit adalah 
paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. 
HIR berpendapat demikian dengan alasan sebagai berikut : 
Karena di dalam kata kerja menganiaya, sudah terkandung unsur 
kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditunjukkan kepada 
pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan 
dan bukan sebagai akat untuk mencapai tujuan lain dan bukan 
sebagai alat yang diperbolehkan.      
 
43 
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui 
bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit atau luka 
yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur 
kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur 
kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk), dari hal-hal 
yang tersebut di atas, maka dirumuskan suatu pengertian 
penganiayaan sebagai berikut : 
Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan 
perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka bagi 
orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas-batas yang 
diizinkan.   
 
Bahwa yang dimaksud dengan batas-batas yang diizinkan adalah 
perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak atau 
penderitaan, rasa sakit dan luka bagi orang lain, tetapi bertujuan baik 
atau mempunyai maksud yang baik. Jadi sebenarnya sengaja 
dilakukan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan karena 
tujuannya baik, atau karena ada maksud baik. 
Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh konkret tentang 
perbuatan-perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit bagi orang 
lain tetapi tidak termasuk penganiayaan, sekalipun memenuhi unsur-
unsur penganiayaan, tetapi tidak melampaui batas-batas yang 
diizinkan : 
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1) Seorang dokter yang melakukan operasi pasien yang menderita 
penyakit jantung, untuk menyelamatkan jiwa pasien itu dari 
serangan penyakit yang dideritanya. Perbuatan dokter dalam 
hal ini mengakibatkan rasa sakit bagi pasien, bahkan dapat 
mengakibatkan matinya seseorang, tetapi dokter yang 
melakukan operasi tersebut tidak dapat dituntut/ dipidana 
karena penganiayaan, oleh karena itu dilakukan dalam batas-
batas yang diizinkan sebab mempunyai maksud yang baik yakni 
ingin menolong si pasien. 
2) Seorang ayah atau ibu yang memukul anaknya dengan rotan, 
sehingga menyebabkan anak itu merasa sakit atau bahkan luka, 
tetapi karena ayah atau ibu memukul anaknya karena maksud 
baik untuk mendidik anaknya, jadi ayah atau ibu tersebut tidak 
dapat dipidana. 
Yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perasaan menderita baik 
berupa ziek atau pijn dan dapat berakibat orang terhalang untuk 
melakukan jabatannya atau pekerjaannya sehari-hari. 
Dari segi bahasa (etimologi) penganiayaan berasal dari kata 
“aniaya” yang berarti bengis, mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” 
yang berarti aktivitas atau kegiatan berupa perbuatan. 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994:46), penganiayaan 
berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan 
penindasan dan penyiksaan. 
45 
Maka dapat diartikan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan atau 
perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, menderita atau 
merasa sakit. 
6. Pengrusakan 
PengertianPengrusakanDi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2002:971),kata “Pengrusakan”tidakdapat diartikan sendiri. 
Namunkata„rusak‟berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga 
berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakanbisa berartiproses, cara, dan 
perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang 
sehingga menjaditidak sempurna (baik, utuh) lagi. 
Menurut R. Soesilo (1995:278), pengrusakandalam 
KUHPadalahtergolong dalam kejahatan.Pengrusakanterdapat dalam Buku 
II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap 
Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang 
Menghancurkan atau MerusakkanBarang yang dimulai dari Pasal 406 
sampai Pasal 412 KUHP.Pengrusakandalam Pasal 170 KUHP yaitu 
sebagai berikut: 
Pasal 170 
(1) Barangsiapa dengan dengan terang-terangan dan dengan 
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang 
atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun enam bulan. 
Pengrusakan dalam pasal 406 KUHP yaitu sebagai berikut: 
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1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 
2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan 
sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat 
digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain. 
Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa: 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 
menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapa 
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. diancam denga pidana 
penjara paling lama lima tahun.  
R. Soesilo (1995 : 146 - 147) memberikan penafsiran Pasal 170 
KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah Melakukan kekerasan 
”Kekerasan ini harus dilakukan bersama - sama, artinya oleh sedikit 
-dikitnya dua orang atau lebih. Orang - orang yang hanya mengikuti dan 
tidak benar - benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut 
dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada 
orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, 
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karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan 
ketertiban umum” 
 
a. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari 
perilaku yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan 
tersebut, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan 
dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana 
dengan sangsi yang berupa pidana ataupun tanpa menggunakan. 
1. Perspektif Biologis 
Teoriborn criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari 
ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini 
Lambrosso membantah sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin 
atavisme menurutnya membuktikan adaya sifat hewani yang diturunkan 
oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari 
turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. 
Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan 
adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, 
yang berbeda dengan non-kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para 
penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter 
fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
48 
Berdasarkan hasil penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan 
penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu:45 
1. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 
2. Insane criminal, yaitu oarang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. 
Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid. 
3. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals) 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.  
Beberapa pakar yang menganut paham kriminal dari perspektif 
biologis diantaranya: Ernest Kretchmer, William H. Sheldon, Sheldon 
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2. Perspektif Psikologis 
Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab kejahatan terdiri atas :  
a. Teori Psikoanalisis  
Teori Psikoanalisi tentang kriminalitas menghubungkan delinquent 
dan prilaku criminal dengan suatu consciense (hati nurani) yang baik, dia 
begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu 
lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi 
suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. 
Sigmun Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive 
conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 
tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap 
dan dihukum. Begitu dihukum maka perassan bersalah mereka akan 
mereda. 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal atau asosial. Meski dikritik, tiga prinsip 
dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :  
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka. 
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-
menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin 
mengerti kejahatan. 
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari 
konflik psikologis. 
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b. Kekacauan Mental (Mental Disorder) 
Mental disorder yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh 
penghuni lembaga permasyarakatan, oleh Philipe Pinel seorang dokter 
Perancis sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau 
oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai ‘moral incanity’ 
dan oleh Gina Lamrosso-Ferrero sebagai irresistibleatavistic impulse. 
Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut antisosial personality atau 
psycopaty sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu 
ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek 
dan tidak pernah merasa bersalah. 
c. Pengembangan Moral (Development Theory) 
Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh 
dalam tahap preconvention stage atau tahapan pra-konvensional, di mana 
aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan 
lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah 
umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional 
ini. Psikolog John Bowl mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan 
kasih saying sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal 
itu. Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya 
memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang. John McCord 
menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang 
kurang cukup, konflik orang tua, kurang percaya diri dari sang ibu, 
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kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan 
dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. 
d. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku delinquent 
dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua 
perilaku non-deliquent. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, 
antara lain : 
1) Observasi Learning 
Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa 
individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui 
behavioral modeling. Anak belajar bagaimana bertingkahlaku 
secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama 
datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. 
2) Direct Experience 
Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi dipelajari 
melalui pelajaran langsung (direct experience). Mereka melihat bahwa 
anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak 
lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi 
serangan itu dengan agresi balasan. 
3) Differential Association Reinforcement 
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Burgness dan Akers menggabungkan learning theory dari bandura 
dengan teori Differential Association Reinforcement. Menurut teori ini, 
berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi 
penghargaan atau hukuman.46 
Jika dihubungkan dengan perilaku delinkuen pada anak, mana 
pada dasarnya teori di atas menekankan pada sebab-sebab tingkah laku 
delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara 
lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, 
fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi 
yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain. 
3. Perspektif Sosiologis 
Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat 
menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu 
disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si 
pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku 
melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak 
melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. Teori-teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga katagori umum, yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
Teori ini membedakan tiga macam aspek yang terdapat dalam 
setiap kebudayaan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut, 
                                                          
46A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., 40-45. 
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yaitu aspirasi-aspirasi ditanamkan oleh kebudayaan bersangkutan kepada 
warganya. Kedua, norma-norma yang mengatur sarana-sarana yang 
secara sah dapat ditempuh warga masyarakat untuk mencapai aspirasi 
mereka. Ketiga, kenyataan penyebaran daripada sarana-sarana dan 
kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan kebudayaan 
dengan cara yang sesuai dengan norma-norma, dinamakan cara-cara 
melembaga.  
Sering terjadi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat 
ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi) dengan cara mencapai tujuan 
ini. Hal ini dapat mengakibatkan frustasi atau tekanan batin pada warga 
masyarakat yang mengalami ketidakwarasan ini. Frustasi ini disebabkan 
karena warga tersebut telah menghayati tujuan yang ditanamkan oleh 
kebudayaan yang bersangutan, tetapi dalam kenyataannya cara-cara 
yang tersedia (melembaga) tidak memberi kemungkinan kepada mereka 
berusaha untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. 
2. Cultural Deviance Theories (teori penyimpangan budaya) 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories: 
1) Social disorganization : teori ini memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disentegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrilisasi yang cepat, peningkatan imigrasi 
dan urbanisasi. 
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2) Differential association : teori ini memegang pendapat bahwa 
orang beljar melakukan kejahatan sebagai akibat hukum 
hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, 
serta pola-pola tingkah laku kriminal. 
3) Culture conflict : teori ini menegaskan bahwa kelompok-
kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang 
mengatur tingkah laku) yang berbeda dan bahwa conduct 
norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan 
aturan-aturan konvensional kelas menengah. 
Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat dan delinkuen pada 
kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional 
melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok 
dominan yaitu kelas menengah.47 
Dengan demikian, tekanan di sini kepada pengetahuan dan 
pengertian mengenai proses anak delinkuen. Dalam pemikiran ini, tingkah 
laku melanggar norma dipelajari seseorang (dalam jangka waktu yang 
panjang) dari kebudayaan-kebudayaan dengan bentuk-bentuk tingkah 
laku yang mendukung pelanggaran norma. 
 Secara umum maka teori-teori sosiologis ini dapat pula dibagi 
berdasarkan penekanan pada : 
                                                          
47Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Rajawali Pers. 2011. Hlm.67-68. 
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1. Aspek konflik kebudayaan,yang terdapat dalam sistem sosial 
bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari 
berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang 
menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang 
jelas mengenai benar dan salah); 
2. Aspek disorganisasi sosial, yang terdapat dalam daerah-daerah 
tertentu di mana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena 
heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut 
berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan 
kerena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya). Kedua-duanya 
juga dinamakan teori-teori kontrol, karena mencoba menerangkan 
gejala delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian) 
efektif dari orang tua dan masyarakat; 
3. Aspek ketiadaan norma (anomi), dalam sistem sosial masyarakat 
bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang 
lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga 
dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan 
sistem sosial bersangkutan kepada warga mansyarakatnya untuk 
mencapai aspirasi tersebut. Yang penting bukan perbedaan antara 
miskin dan kaya, tetapi ketidakmampuan si miskin untuk mengikuti 
sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya 
di bidang ekonomi); 
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4. Aspek sub-budaya (sub-culture), yang terdapat dalam kebudayaan 
induk (dominant culture) masyarakat bersangkutan (dan subbudaya 
mana yang menpunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-
kadang malahan bertentangan dengan nilai dan norma kebudayaan 
induk). 
Kedua kelompok teori-teori ini biasanya dipergunakan untuk 
mencoba menerangkan besarnya angka delinkuensi anak dalam keas 
pekerja (lower/working class) dan dinamakan juga teori-teori teori-teori 
konflik.48 
Teori-teori konflik dewasa ini telah mendapat banyak kritik oleh 
karena dasar pemikirannya yang dianggap terlalu sederhana. Dasar 
pemikiran dalam teori kontrol yang dikritik adalah : sifat melanggar norma 
dianggap telah ada dalam kelompok atau kebudayaan masyarakat 
bersangkutan dan karena tidak atau kurangnya pengendalian masyarakat, 
maka meledaklah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifat melanggar 
norma masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu dewasa ini (sementara) 
teori-teori konflik mempunyai pasaran. 
Menurut teori konflik, interaksi antara berbagai macam kelompok 
dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal dalam suatu 
proses sosial. Kelompok-kelompok dibentuk atau terbentuk mengingat 
adanya kepentingan anggota-anggota masyarakat yang berbeda-beda 
                                                          
48J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. Parodos dalam kriminolog. Jakarta. Rajawali. 1989. 
Halaman 48-50. 
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yang ingin dicapai melalui kelompok-kelompok tadi. Kelompok-
kelompokini bersaing satu sama lain dalam membela kepentingan-
kepentingan anggota-anggotanya masing-masing. 
Di dalam masyarakat stabil akan terdapat penyesuaian atau “status 
quo” antara berbagai macam kelompok tadi, meskipun hal ini tidak 
berartibahwa masing-masing kelompok berhenti memperjuangkan 
kepentingan anggota-anggotanya. Teori-teori ini dapat juga dilihat sebagai 
berorientasi pada kenyataan adanya kelas-kelas sosial (stratifikasi sosial) 
dalam masyarakat.  
B. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 
policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari 
kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) 
dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social 
defence policy). 
Dengan demikian, sekiranya kebijakan penaggulangan kejahatan 
(politik kriminal) dilakukan dengan mengguanakan sarana penal (hukum 
pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada 
tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) 
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harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.49 
Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahtan secara empirik, 
yaitu:50 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai moral/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipin ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara 
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan 
terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah 
lalu lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi 
aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang 
berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney 
dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat 
tidak terjadi. 
                                                          
49Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penanggulangan Kejahatan.Jakarta. Kencana . 2010. hlm 77. 
50A.S. Alam dan Amir Ilyas. Op.cit., 79-80. 
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2. Preventif 
Upaya-upaya preventif  ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contohnya adalah ada orang yang ingin mencuri 
motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi 
hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 








BAB  III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam peneitian ini, Peneliti melakukan serangkaian penelitian atas 
kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku  di tengah-tengah masyarakat  
Kota Makassar. Penggunaan metode penelitian ini dilakukan  melalui 
beberapa prinsip pengumpulan data  yang sah (valid) guna memenuhi 
syarat penulisan skripsi. 
Metode penelitian mutlak dilakukan agar deskripsi  tentang 
bagaimana  modus operandi dilakukannya kejahatan geng motor  dapat  
disajikan  secara memadai  dalam skripsi. Selanjutnya atas berlakunya 
kaidah-kaidah hukum pidana  yang diberlakukan dan meliputi  semua 
orang, badan hukum dan atau kelompok  yang melakukan tindak  pidana, 
peneliti  (penulis) akan mencoba memberikan pemecahan masalah dan 
segala implikasinya yang muncul  sehubungan adanya  kejahatan yang  
dilakukan oleh geng motor  dalam wilayah Kepolisian Resort Kota 
Makassar. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan  pilihan  judul karya  tulis  ini, Penulis  menyebutkan 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Kejahatan yang dilakukan oleh 
Geng Motor dalam Wilayah Hukum Kepolisian  Polres Kota Makassar,  
sudah  sepatutnya  pilihan lokasi pengumpulan data  dilakukan di 
Kepolisian Polres Kota Makassar, Ketua/kelompok Geng Motor  yang ada  
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di Kota Makassar, Tokoh-tokoh masyarakat Makassar, dan Tokoh-tokoh 
Ikatan Motor Indonesia  Kota Makassar yang mengetahui kejahatan Geng 
Motor di Kota Makassar agar alasan mengangkat  latar  belakang  
masalah   dan  perumusan  permasalahan yang berkaitan dengan  judul  
karya  tulis  ini  dapat  disajikan secara  akurat. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Pengumpulan data erat kaitannya dengan   sumber  data, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian 
ini dapat  dilakukan melalui  pengumpulan : 
1. Data Primer 
Data primer  adalah data  yang diperoleh langsung dari masyarakat  
atau dari lapangan (field research). Data  ini diperoleh melalui wawancara 
(interview),  yaitu metode pengumpulan data  dengan jalan mengadakan  
tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada 
tujuan  penelitian. 
Wawancara dalam penelitian ini  dilakukan secara langsung dan 
bebas terpimpin terhadap responden yang dijadikan sampel sebagaimana  
disebutkan di atas, dengan maksud, unsur kebebasan masih 
dipertahankan, sehingga kewajaran masih dapat  dicapai  secara 
maksimal,  sehingga memudahkan diperoleh data secara mendalam. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder  adalah data yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur dan peraturan perundang-undangan  serta dokumen, laporan dan 
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dokumen lain  yang  berkaitan dengan kejahatan geng  motor dan 
permasalahan yang diteliti. Data  sekunder ini mempunyai ciri umum, 
antara  lain ada  dalam keadaan siap  terbuat  (ready made). 
Data sekunder ini diperlukan untuk saling menunjang dan 
melengkapi dengan data  primer  yang diperoleh  dan digunakan sebagai 
landasan teori  dalam menganalisis data  serta permasalahannya. 
Data  sekunder  mencakup antara lain : 
1. Undang-Undang  Dasar RI  Tahun  1945 
2. Undang-Undang  RI  No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
3. Undang-Undang  RI  No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban 
4. Undang-Undang RI  No. 8 Tahun 1981 tentang  Hak Asasi 
Manusia 
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
6. Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
7. Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata 
8. Peraturan Daerah  Kota Makassar tentang Tata Kota 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Guna mengumpulkan data-data  yang  digunakan dalam  rangka  
penulisan  karya  tulis  ini, maka  pendekatan  metode  pengumpulan  
datanya  adalah  sebagai  berikut  : 
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1. Penulusuran literatur  
Dalam  penulusuran  literatur  Penulis melakukan pengkajian dan  
mengolah data-data  yang  tersebut  dalam  peraturan  perundang-
undangan, jurnal  dan kajian-kajian ilmiah serta  buku-buku yang berkaitan 
dengaan latar belakang permasalahan, termasuk  dapat mengumpulkan 
data melalui media elektronik  dan  media-media informasi  lainnya.  Data-
data  yang telah  ditelusuri dipilih  dan  dipilah  sesuai tingkat  kepentingan 
(urgensi)  dari  penulisan  skripsi  ini. 
2. Dokumentasi 
Mendokumentasikan berbagai  data-data  merupakan  salah  satu 
cara  mengumpulkan data yang  akurat  karena dengan dokumentasi   itu  
Penulis  dapat  mengkaji  dari  berbagai  sumber,  baik  di perpustakaan  
dan tempat studi-studi serta kelembagaan lain yang di dalamnya 
menyimpan data-data ataubahan-bahan yang relevan  dengan  penulisan  
skripsi  ini. 
D. Metode Analisis Data 
Metode analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 
analisis kualitatif, karena analisis ini di samping berdasarkan peraturan  
peruundang-undangan yang berlaku,  juga praktek pelaksanaannya  di 
lapangan yang disusun secara  logis. Selanjutnya dari pengumpulan data  
dan hasil penelitian yang  telah dianalisis dan dibahas disusun dalam 




A. Sejarah Geng Motor di Makassar 
Dari hasil wawancara beberapa anggota geng motor di Makassar 
tentang asal mulanya geng motor itu terbentuk, Mulanya kumpul-kumpul 
sesama pecinta motor, kemudian berubah jadi geng yang beranggotakan 
puluhan bahkan ratusan orang. Di jalanan, mereka membentuk gaya 
hidup yang terkadang menyimpang dari kelaziman demi menancapkan 
identitas kelompok. Balapan liar, kebut-kebutan, dan tawuran adalah 
upaya dalam pencarian identitas mereka. Selama ini banyak anggota 
geng motor itu dari kalangan anak-anak Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan menggunakan 
berbagai jenis motor. Mereka berkeliaran di malam hari sekitar pukul 
23.00 sampai 03.00, dan melakukan berbagai keonaran, penganiayaan 
dan kejahatan lainnya, bahkan sampai membunuh. 
Geng motor merupakan wadah yang mampu memberikan gejala 
watak keberingasan anak muda. Perkembangannya tak lepas dari trend 
mode yang sedang berlangsung saat itu. Aksi brutal itu perlu diredam. 
Mulanya berbuat jahat dari yang ringan seperti bolos sekolah, lama-lama 
mencuri, merampok dan membunuh. Lumrahnya jika sudah berani jahat 
ada indikasi mereka mengkonsumsi narkoba 
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Begitu pun membenci dan melawan orang tua. Mereka sadar 
karena masih sekolah sumber keuangan ada di orang tua. Oleh 
karenanya, jika orang tua tak memberi uang cukup, mereka terpaksa 
membenci dan mengancam orangtuanya. Sedang aksi kejahatan berupa 
perampasan dan perampokan, merupakan jalan lain untuk mendapatkan 
penghasilan. 
Salah satu penyebab kebrutalan adalah selain dekat dengan 
minuman keras, anggota geng motor juga akrab dengan obat-obatan 
terlarang. Bahkan, ada satu geng motor yang ketua dan anggotanya 
bahkan merupakan pengedar dan pengguna obat-obatan 
Alasan lain untuk menunjukkan eksistensi diri dan mencari uang. 
Mereka ingin diakui keberadaannya. Tapi ada juga yang asal mulanya 
hanya karena senang kebut-kebutan. Soal penyebab tawuran antar geng 
motor, banyak hal yang bisa menjadi pemicunya. Mulai dari masalah 
rebutan wanita, daerah kekuasaan, hingga wilayah pemasaran obat-
obatan. Seperti disebutkan tadi, tidak sedikit anggota geng motor yang 
terlibat dalam perdagangan narkoba. 
Banyak anggota geng motor di Makassar yang tak begitu takut 
dengan aparat. Sebab tak sedikit pula anggota geng motor yang punya 
beking kuat di polisi sendiri. Jumlah anggota geng di Makassar kini 
semakin banyak. Sebab jumlah motor semakin banyak plus kian 
teraturnya organisasi geng motor. Di tiap wilayah mereka selalu 
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mempunyai pemimpin. Kalau motor hilang dirampas geng musuh atau 
polisi, mereka tidak akan rugi. Karena rata-rata mereka memiliki motor itu 
dari hasil menjambret atau meminjam motor, Anggota geng sebagian 
besar adalah remaja tanggung atau masih duduk di bangku SMU. Mereka 
belum mempunyai penghasilan sendiri. Karena itulah mereka sering 
melakukan kejahatan agar bisa membeli obat-obatan tersebut. 
B. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak sebagai pelaku 
geng motor melakukan kejahatan dalam wilayah hukum 
kepolisian kota Makassar 
Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap beberapa 
orang terkait dengan judul penulis, terlihat bahwa memang ada beberapa 
faktor yang dapat menyebabkan geng motor melakukan kejahatan. 
Makassar tak menutup mata kalau keberadaan geng motor kembali marak 
di Kota Makassar. Titik rawan kejahatan berandalan bermotor itu kerap 
terjadi di toko-toko yang beroperasi 24 jam. Tindakan kriminalitas sangat 
banyak baik di kota besar maupun kota kecil. Perbuatan tersebut banyak 
dasarnya baik dari diri sendiri ataupun dorongan dari orang lain. Biasanya 
kriminalitas kebanyakan berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan 
masyarakat sekitar. Tindakan kriminal ada yang bersifat sembunyi- 
sembunyi dan ada juga yang terang-terangan. Kriminalitas masih menjadi 
satu kesatuan dengan kemiskinan, setelah diperhatikan kemiskinan tidak 
hanya miskin harta tetapi juga miskin ilmu, miskin harga diri, miskin hati 
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dan banyak lainnya. Jika kejahatan meningkat itu adalah salah satu faktor 
dari pengangguran yang ada karena para pengangguran memiliki banyak 
waktu kosong selain itu juga kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas 
pada sekarang ini sehingga mereka para penganggur merasa tidak adil 
dan berfikir untuk melakukan tindak kriminalitas. Selain itu perubahan 
sosial yang ada merupakan salah satu pemicu tindak kriminalitas.Selain 
itu kriminalitas juga identik dengan dunia remaja yang serba ingin tahu 
dan ingin mencoba hal – hal yang baru. Dapat penulis jelaskan seperti ini, 
salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan kota-kota 
lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah 
kriminalitas di kalangan remaja. Dalam berbagai acara liputan kriminal di 
televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak 
kriminalitas di kalangan remaja. Hal ini cukup meresahkan, dan fenomena 
ini terus berkembang di masyarakat. Dikatakan bahwa di wilayah 
Makassar tidak ada hari tanpa tindak kekerasan dan kriminal yang 
dilakukan oleh remaja. Tentu saja tindakan kriminal yang dilakukan oleh 
remaja sangat bervariasi, terutama dengan kehadiran geng-geng motor 
yang sangat meresahkan masyarakat yang menjadi salah satu wadah 
sebagai watak kebringasan remaja yang dapat menyebabkan terjadinya 
pelanggaran lalu lintas, penjarahan, pemerkosaan bahkan sampai pada 
pembunuhan. Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja 
dianggap kian meresahkan publik. Hal ini bahkan diperparah dengan tidak 
mampunya institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka 
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kriminalitas di kalangan remaja tersebut. Kenakalan remaja yang terjadi di 
berbagai wilayah di Indonesia, dan dunia pada umumnya, dapat 
dikategorikan sebagai sebuah bentuk perilaku menyimpang di 
masyarakat. Tentu saja fenomena ini dapat dijelaskan dalam tataran ilmu 
sosial, hanya saja untuk mencari suatu teori yang relevan yang dapat 
menjelaskan dengan baik mengenai kenakalan remaja dibutuhkan kejelian 
tersendiri. Kenakalan remaja dapat diidentifikasikan sebagai bentuk 
penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan dengan identifikasi ini 
maka kenakalan remaja dapat dijelaskan dalam tataran ilmu- ilmu sosial. 
Adapun faktor – faktor tersebut berdasarkan hasil wawancara 
kepadaBapak Brigadir Sumistopo yang penulis lakukan pada tanggal 12 
April 2013 adalah sebagai berikut : 
1. Geng Motor Selalu Bergerombolan. 
Geng motor selalu bergerombolan atau berkelompok jika 
mereka konvoi atau sekedar kumpul di suatu tempat. Jadi rasa 
takut untuk melakukan kejahatan itu tidak ada, karena dalam 
pemikirannya mereka mempunyai anggota yang banyak 
sedangkan calon korban sendiri biasa hanya berdua atau 
bertiga. 
2. Pertentangan dan Persaingan Geng Motor. 
Pertentangan geng motor.Pertentangan yang biasa terjadi 
antara sesama geng motor ataupun geng motor dengan 
masyarakat setempat.Persaingan yang terjadi antar geng motor. 
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Contoh dari persaingan geng motor yaitu dua kelompok saling 
bersaing untuk mendapatkan monopoli wilayah kekuasaan 
disuatu daerah tertentu. 
3. Adanya Doktrin Kejahatan 
Sebelum tergabung dengan geng motor, calon anggota geng 
motor sudah terlebih dahulu di doktrin oleh para anggota lama 
untuk melakukan kejahatan – kejahatan baik itu kejahatan 
ringan maupun berat. 
4. Adanya Kesempatan untuk Melakukan Kejahatan. 
Tindak kejahatan terjadi karena adanya kesempatan yang dilihat 
seperti jika keadaan sepi, tengah malam, dan korban hanya 
sendiri atau berdua jika calon korban adalah masyarakat. 
5. Mentalitas yang Labil. 
Seseorang yang memiliki mentalitas yang labil pasti akan 
mempunyai jalan pikiran yang singkat tanpa memikirkan 
dampak yang akan terjadi. Layaknya seorang preman jika ingin 
memenuhi kebutuhannnya mungkin dia hanya akan 
menggunakan cara yang mudah, seperti meminta pungutan liar, 
pemerasan dan lain sebagainya. 
Dan hal ini pula yang menyebabkan masyarakat di anggap gagal 
dalam melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya perilaku 
menyimpang tersebut. Keluarga memegang peranan yang penting, dan 
hal ini diakui oleh banyak pihak. Keluarga merupakan elemen penting 
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dalam melakukan sosialisasi nilai, norma, dan tujuan-tujuan yang 
disepakati dalam masyarakat, dan tingginya angka kriminalitas remaja 
sebagai konsekuensi dari tidak berjalannya aturan dan norma yang 
berlaku di masyarakat dianggap sebagai kesalahan keluarga. Jika melihat 
dari sisi teoritis, tentu saja bukan hanya keluarga yang dipersalahkan, 
masyarakat pun dapat dipersalahkan dengan tidak ditegakkan aturan 
secara ketat atau membantu sosialisasi norma dan tujuan dalam 
masyarakat. 
Salah satu faktor lainnya yang juga harus diperhatikan adalah kelompok 
remaja tersebut. Teman sepermainan memegang peran penting dalam 
meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja. 
Dari beberapa kasus di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Pencurian dengan kekerasan dapat dijerat dengan pasal 
365 KUHP ayat (1), (2), dan ayat (3). 
#Pasal 365 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
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(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 
1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, di berjalan; 
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan 
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau 
kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan 
dalam no. 1 dan 3. 
2. Pengrusakan fasilitas umum dapat dijerat dengan pasal 170 
KUHP ayat (1), ayat (2) butir 1 
#Pasal 170 
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(2) Barangsiapa dengan dengan terang-terangan dan dengan 
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang 
atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun enam bulan. 
(3) Yang bersalah diancam: 
a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka; 
 
 
3. Penganiayaan dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 
(1),(2), (3), (4), (5) 
#Pasal 351 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah, 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
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(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  
4. Pemerasan dengan ancaman dapat dijerat dengan pasal 
368 KUHP ayat (1) dan ayat (2) 
#Pasal 368 
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa 
seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 
supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, 
diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling 
lama Sembilan bulan. 
Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi 
kejahatan ini. 
C. Upaya-upaya apakah yang dilakukan kepolisian guna mencegah 
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku 
geng motor di wilayah hukum kepolisian kotaMakassar 
Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan 
yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu siri’ na pacce tapi 
hubungan negatif dengan siri’ na pacce yang tidak teratur dan 
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cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu penyebab 
munculnya tindakan anarkis adalah adanya 
keyakinan/anggapan/perasaan bersama. Keyakinan bersama itu bisa 
berbentuk, misalkan siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling 
atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan yang lalu 
diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, misalnya 
melawan. 
1. Patroli dengan Rutin. 
Pihak kepolisian Kota Makassar untuk menekan kejahatan yang 
dilakukan oleh geng motor di wilayah operasi Polres Kota Makassar 
adalah seringnya  diadakan patroli siang hari dan malam hari untuk 
mencari anggota – anggota geng motor yang berkeliaran dan 
berkumpul di suatu tempat, dan biasanya susah untuk mendapatkan 
lokasi berkumpulnya karena mereka biasa berpindah – pindah 
tempat. Selain itu pihak polisi juga melakukan razia motor-motor 
yang tidak memiliki surat-surat dan tas-tas sekolah yang dicurigai 
membawa senjata tajam. 
2. Operasi Khusus 
Operasi khusus maksudnya, operasi yang dilakukan pada malam 
tertentu yaitu malam minggu yang di mulai jam 12 malam sampai 
pagi. Operasi dilakukan malam minggu karena malam minggu waktu 
berkumpulnya anggota – anggota geng motor pada biasanya. Dari 
hasil wawancara penulis kepada Brigadir Sumistopo, malam minggu 
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biasanya kita mengadakan operasi khusus dan kita memanggil 
anggota kepolisian lainnya dari Polsek – Polsek di kota Makassar. 
3. Operasi Berpindah – Pindah 
Anggota kepolisian sektorMakassar biasanya menjalankan 
operasinya dengan cara berpindah – pindah, karena anggota geng 
motor sadar akan bahwa jika berkumpul hanya pada satu tempat 
mereka dengan gampangnya akan ditangkap oleh pihak kepolisian, 
makanya anggota geng motor itu sendiri sering berpindah tempat 
untuk melakukan kejahatan dan berkumpul.  
4. Operasi Gabungan. 
Pihak Polres Makassar untuk menimalisir tindak kejahatan geng 
motor di kota Makassar adalah mengadakan operasi gabungan 
antara anggota kepolisian di kota Makassar, yang biasanya dipimpin 
langsung oleh Kapolsek masing – masing yang ikut serta dalam 
operasi gabungan. 
5. Adanya Himbauan. 
Salah satu upaya mengurangi kejahatan geng motor di Makassar 
yang ditempuh oleh Polres Makassar adalah membuat himbauan – 
himbauan dengan cara membuat spanduk atau baliho yang berisi 
tentang bahayanya kejahatan geng motor dan himbauan kepada 
masyarakat luas terutama remaja – remaja Makassar agar tidak ikut 
dan bergabung dalam perkumpulan geng motor tersebut. 
6. Saling Koordinasi dengan Masyarakat. 
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Selain mengadakan operasi langsung atau membuat himbauan 
publikasi kepada masyarakat pihak kepolisian juga saling 
berkoordinasi dengan masyarakat luas yakni  ketua RT/RW atau 
tokoh – tokoh masyarakat yang dianggap sebagai petua di wilayah 
masing – masing. Maksud dari saling berkoordinasi adalah pihak 
kepolisian tentunya sering saling berkoordinasi dengan masyarakat 
tentang keberadaan anggota geng motor dan jika melihat langsung 
tindak kejahatan yang dilakukan harap untuk melapor langsung ke 
kantor polisi agar pihak kepolisian langsung menindak lanjuti tindak 
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.  
7. Memberikan Penyuluhan. 
Penyuluhan juga sangat penting bagi memerangi kejahatan geng 
motor yang ada di kota Makassar. Pihak kepolisian tepatnya 
Kapolsek biasanya memberikan penyuluhan ke sekolah – sekolah 
pada saat upacara bendera di hari Senin, karena kejahatan geng 
motor yang marak terjadi di Kota Makassar sebagian besar 
pelakunya atau geng motor tersebut adalah remaja – remaja yang 
masih dalam tahap pendidikan atau remaja yang menganggur. Jadi 
tempat untuk melakulkan penyuluhan yang tepat adalah sekolah – 
sekolah yang ada dikawasan kota Makassar. Baik SMP atau SMA 
dan kampus – kampus di Makassar. 
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Adapun sekolah yang sering di adakan penyuluhan adalah SMA 22 
Makassar, SMA 7 Makassar, SMA BPI, SMK 2, dan masih banyak 
sekolah – sekolah yang dijadikan target penyuluhan. 
 
Selain dari pihak kepolisian adapun saran atau solusi dari 
masyarakat setempat Kota Makassar, dari hasil wawancara penulis ke 
masyarakat setempat, kebanyakan masyarakat berpendapat dan 
memberikan saran atau solusi kepada pihak kepolisian untuk upaya – 
upaya memberantas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah : 
1. Seharusnya sering mengadakan razia malam dan razia siang 
dengan secara berkala 
2. Perlu adanya tindakan tegas dan nyata untuk geng motor yang 
melakukan kejahatan, seperti memberikan hukuman yang betul 
– betul berat. 
3. Kejahatan geng motor bisa diatasi apabila dari pihak kepolisian 
membangun pos – pos penjagaan di sejumlah titik rawan 
kejahatan yang ada di wilayah Kota Makassar. 
4. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan pendataan geng motor 
melalui anggota – anggota geng motor yang sudah ditangkap, 
dengan cara menanyakan tempat – tempat yang sering di 
datangi oleh geng motor. 
5. Sebaiknya pihak kepolisian mengorganisir dan bekerja sama 
dengan pihak IMI (Ikatan Motor Indonesia) dengan melakukan 
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pembinaan pada pihak geng motor yang sering melakukan 
kejahatan. 
Dengan demikian, adanya usaha-usaha penanggulangan yang 
seperti diatas baik itu yang dilakukan kepolisian setempat maupun 
solusi  dan saran masyarakat untuk kepolisian dapat menekan 
tingkat kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Tapi, intinya 
yang paling menentukan adalah kesadaran masing-masing 
individu, dengan kesadaran suatu saat dapat menggugah anggota-
anggota geng motor untuk menjauhi kegiatan-kegiatan yang 







Permasalahan utama yang ditinjau dalam penelitian ini adalah : 
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Geng Motor Melakukan 
Kejahatan dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Makassar 
adalah : 
a. Geng motor selalu bergerombol 
b. Pertentangan dan persaingan geng motor 
c. Adanya doktrin kejahatan 
d. Adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan 
e. Mentalitas yang labil. 
2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Kota Makassar dalam 
mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor 
di kota Makassar adalah : 
a. Patroli dengan rutin 
b. Mengadakan operasi/razia khusus 
c. Operasi gabungan dengan polsek lainnya. 
d. Adanya himbauan dengan membuat publikasi 
e. Saling koordinasi dengan masyarakat 





Melihat dari beberapa faktor – faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah 
PolresKota Makassar, maka saran penulis adalah: 
1. Operasi kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih 
sering agar geng motor di Kota Makassar tidak mempunyai 
celah untuk melakukan kejahatan. 
2. Para pelaku kejahatan yang berhimpun dalam Geng tersebut, 
harus ditindak sesuai hukum. Sedangkan bagi anggota yang 
tidak terlibat pelanggaran hukum, perlu segera disadarkan dan 
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